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ABSTRAK 

 

Nama Penulis      : Moh Risyal Syamsuddin 

NIM                   : 18.3.09.0004 

Judul Skripsi          : Kafa’ah Dalam Perkawinan Menurut Lembaga Dakwah    
Islam Indonesia (LDII) Studi Kasus LDII Kota Palu 

Skripsi ini membahas tentang Kafa’ah dalam perkawinan menurut LDII 
Kota Palu. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai 
bagaimana Kafa’ah dalam perkawinan menurut warga LDII Kota Palu serta 
tinjauan hukum Islam terhadap Kafa’ah dalam perkawinan LDII Kota Palu. 

Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris 
yaitu penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di 
masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologi tentang hukum yang 
mengharuskan orang untuk melihat hukum dari paradigma yang berbeda. Data 
penelitian ini diperoleh dari warga LDII Kota Palu yang menjadi objek penelitian. 
Teknik pengambilan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi serta 
pengecekan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Kafa’ah dalam perkawinan 
menurut warga LDII Kota Palu lebih mengutamakan sesama warga LDII, karena 
dengan menikah sesama warga LDII akan memiliki frekuensi yang sama dalam 
menjalankan ibadah serta lebih menjaga manhaj dan kesepahaman dalam aliran 
mereka dengan tujuan agar tidak terjadi perbedaan yang nantinya bisa merusak 
keharmonisan rumah tangga. LDII juga membolehkan warganya menikah dengan 
orang yang bukan berasal dari warga LDII, dengan syarat setelah menikah 
pasangan yang berasal dari luar LDII diwajibkan untuk ikut mengaji di 
lingkungan LDII. Kemudian praktik kafa’ah dalam warga LDII tidak 
bertentangan dengan ajaran Islam, karena tidak ada dalil yang melarang umat 
Islam untuk menikah sesama golongannya atau sealiran dengan mereka, justru 
dengan hal tersebut guna menyamakan kesepahaman dalam beribadah agar 
terwujudnya keluarga yang harmonis sesuai konsep sakinah mawaddah 
warahmah dan juga untuk mempertahankan nilai-nilai ajaran yang ada pada 
golongan Islam khususnya warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Kemudian 
mengenai tata cara perkawinan LDII Kota Palu terdapat dua tahap yaitu nikah 
dalam dan nikah luar. Nikah dalam adalah sama halnya dengan nikah siri yaitu 
terpenuhi syarat dan rukunnya yang dilakukan dihadapan para pengurus serta 
kedua belah pihak keluarga serta Imam dari warga LDII yang bertindak sebagai 
penghulunya. 

Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa makna Kafa’ah hendaknya 
dipahami sebagai tujuan awal yakni terciptanya keluarga yang harmonis 
berdasarkan konsep sakinah mawaddah warahmah, agar tidak terjadinya 
kesenjangan sosial di masyarakat itu sendiri. Kemudian dalam hal perkawinan, 
persoalan aliran hendaknya tidak menjadi penghalang bagi dua insan yang ingin 
berumah tangga, asalkan calon mempelai tersebut adalah sesama muslim yang 
baik, karena Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan berbangsa dan 
bersuku-suku untuk saling mengenal serta derajat yang mulia hanyalah pada 
ketakwaan. 

Kata Kunci : Hukum Islam, Kafa’ah, Perkawinan, LDII 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Allah Swt. telah menciptakan jenis manusia, hewan maupun tumbuhan, 

melalui perkawinan antara pasangan yang dimana mereka menghasilkan 

keturunan, sehingga menjamin kelangsungan jenis masing-masing, yang 

berlangsung sampai akhir yang diinginkannya. 

Allah berfirman dalam (QS Ya Sin [36]: 36); 

ا تنُۢبتُِ  جَ كلَُّهَا مِمَّ نَ ٱلَّذِي خَلقََ ٱلۡۡزَۡوََٰ ا لََ يَعۡلَ هِمۡ مِنۡ أنَفسُِ رۡضُ وَ لَۡۡ ٱسبُۡحََٰ    مُونَ وَمِمَّ

Terjemahnya:  

“Mahasuci Allah, Yang telah menciptakan pasangan-pasangan 
semuanya, dari segala yang ditumbuhkan oleh bumi, dan dari diri 
mereka sendiri, maupun dari apa saja yang tidak mereka ketahui.”1 

 وَمِن كلُ ِ شَيۡءٍ خَلقَۡناَ زَوۡجَيۡنِ لَعلََّكُمۡ تذَكََّرُونَ 

Terjemahnya:  

“Dan segala suatunya Kami ciptakan berpasang-pasangan".2 

Pada setiap pasangan laki-laki dan perempuan (tipe manusia) ataupun pada 

laki-laki dan perempuan (tipe binatang), Allah telah menciptakan berbagai alat 

khusus, yang memiliki insting atau hasrat seksual yang saling tarik menarik antara

                                                             

1 Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya. 

2 Ibid, 851. 
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keduanya. Dengan insting itu, mereka saling terdorong untuk melaksanakan 

tugasmasing-masing dengan sebaik-baiknya, demi mencapai tujuan mulia yang 

memang telah ditetapkan oleh-Nya. 

Khusus kepada jenis manusia, Allah Swt. berseru dalam (QS Al-Hujurat [49]: 

 إِنَّ 
ا ْۚ َٰٓئلَِ لِتعََارَفوَُٰٓ كُمۡ شُعوُبٗا وَقبَاَ ن ذكََرٖ وَأنُثىََٰ وَجَعلَۡنََٰ كُم م ِ َٰٓأيَُّهَا ٱلنَّاسُ إنَِّا خَلقَۡنََٰ ِ يََٰ أكَۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللََّّ

َ عَلِيمٌ خَبيِرٞ  كُمْۡۚ إِنَّ ٱللََّّ ١٣أتَۡقىََٰ  

Terjemahnya:  

“Wahai manusia sekalian, sungguh Kami telah menciptakan kamu 
dari jenis laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu 
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. 
Sungguh, yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang 
yang paling bertaqwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, 
Mahateliti.”3 

Banyak hal yang dapat menjadi dasar terjadinya pernikahan. Rasa cinta, 

sayang, keinginan, kemamapuan, adalah berbagai hal yang kerap menjadi alasan 

utama untuk bersatunya dua insan dalam melangsungkan pernikahan. Pernikahan 

merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia, karena merupakan 

kebutuhan fisik dan psikis yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. 

Secara kasar, pernikahan adalah keinginan fisik manusia.4 

Pernikahan merupakan sunnah yang berlaku bagi semua umat manusia 

guna mewujudkan kehidupan agar dapat memperoleh keturunan, olehnya itu 

dalam agama Islam sangat menganjurkan pernikahan. Anjuran ini dinyatakan 

dalam bermacam-macam ungkapan yang terdapat dalam Al-qur’an dan Hadits.5  

                                                             
3 Ibid, 836. 

4 Armia dan Iwan Nasution, Pedoman Lengkap Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 

2019), 57. 

5 Hidayatullah, FIQH, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad 

Al-Banjari, 2019), 83. 
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Dalam pandangan Islam pernikahan itu merupakan tuntunan Allah dan Rasul. 

Tuntunan Allah berarti: menurut qudrat dan iradat Allah ketika melakukan 

penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti sesuatu yang mengacu pada 

tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.6 

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yang merupakan 

akad yang sangat kuat (mitsaaqon gholidhon) untuk mentaati perintah Allah dan 

melaksanakannya adalah suatu ibadah. Tujuan perkawinan termaktub di dalam 

Pasal 1 UU perkawinan, yaitu “….memebentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal….”.7 

Sebagaimana juga tertuang dalam (QS Al-Rum [30]: 21),  yang berbunyi:  

نۡ أنَفسُِكُمۡ أزَۡوََٰ  تهَِِۦٰٓ أنَۡ خَلقََ لَكمُ م ِ ا  إلَِ تسَۡ ل ِ جٗا وَمِنۡ ءَايََٰ وَدَّةٗ يۡهَا وَجَعلََ بيَۡنَكُ كنُوَُٰٓ م مَّ

تٖ ل ِقوَۡمٖ يتَفََكَّرُونَ  لِكَ لََٰۡٓيََٰ  إِنَّ فيِ ذََٰ
 ٢١ وَرَحۡمَة ْۚ

Terjemahnya:  

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan 
pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu 
cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di 
antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu 
benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yag 
berfikir.”8 

Namun selain dari hal diatas, Islam menganjurkan beberapa syarat yang 

harus dipenuhi sebelum seseorang menjalani sebuah pernikahan. Bukan syarat 

adanya wali dan alat nikah lainnya, melainkan syarat kafa’ah atau kecocokan dan 

                                                             

6 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih, (Jakarta: Kencana, 2003), 76. 

7 Ibid, 7. 

8 Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya. 
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keserasian antara dua insan yang saling mencintai dan juga keluarga.9 Mengapa 

demikian, pada awalnya kedua insan ini adalah individu yang berbeda, kemudian 

ingin disatukan dengan tata cara yang benar menurut syariat Islam. Pada kalimat 

“individu yang berbeda” inilah yang kemudian menjadi syarat kafa’ah dalam 

pernikahan. Agar kedepannya bisa terjadi keserasian, keseimbangan dan 

kesinambungan antara dua insan yang akan menjalani kehidupan bersama. 

Ketika akan memulai perkawinan dianjurkan untuk dilakukannya 

peminangan terlebih dahulu. Usulan ini bertujuan untuk mengetahui apakah calon 

suami dan calon istri mempunyai tingkatan keseimbangan atau kafa’ah dalam 

bahasa Arab. Tujuan kafa’ah ini dilakukan agar perkawinan dapat dilakukan 

secara baik dan dapat terwujudnya keluarga sakinah. Namun kebiasaan yang 

terjadi dalam menilai kafa’ah dimasyarakat Indonesia sangat relatif, karena dasar 

pedoman peninjauan bukan berdasarkan Hukum Islam, Namun pada prakteknya 

dasar pedoman yang digunakan adalah pertimbangan Hukum Adat kebiasaan 

masyarakat setempat. Kafa’ah dimaksudkan agar dalam membangun rumah 

tangga terjalinnya komunikasi yang baik dan seimbang antar suami istri sehingga 

terciptanya rumah tangga yang bahagia berlandaskan sakinah, mawaddah, 

warahmah. 

Zaman dulu masyarakat sangat berhati-hati dalam mempertimbangkan 

berbagai hal untuk melakukan pernikahan sangatlah wajar, karena pernikahan 

diharapkan akan berjalan dengan lancar dan bertahan seumur hidup. Dengan 

berkembangnya zaman, tafsir kafa'ah pun beragam dan sebelumnya hanya 

terfokus pada harta, nasab, kecantikan dan agama. Namun hal ini cukup 

                                                             

9 Armia dan Iwan Nasution, Pedoman Lengkap Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 

2019), 57. 
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meresahkan bagi sebagian orang, terutama bagi kalangan akademisi, yakni makna 

perubahan pemikiran masyarakat, terutama di kalangan masyarakat menengah ke 

bawah yang dipengaruhi oleh ras, adat istiadat, tradisi, organisasi masyarakat, 

ataupun akibat latar belakang pendidikan yang rendah.  

Kemudian dizaman sekarang, kesetaraan pasangan ini sudah tidak 

dipandang sebagai hal yang penting oleh masyarakat. Para kaum muda lebih 

memilih pasangan berdasarkan rasa cinta yang tumbuh di hati mereka yang 

biasanya cinta tersebut di apilikasikan dalam bentuk budaya pacaran. Dalam hal 

ini, meskipun pasangannya tidak sekufu dalam aspek ekonomi, harta, nasab, 

ataupun aspek lainnya. Sehingga konsep kafa’ah yang dipegang masyarakat 

zaman dulu tersebut mulai hilang. 

Saat ini di bumi Indonesia terdapat banyak kelompok organisasi yang 

berkembang yang dimana dalam sistem perkawinannya mempunyai ciri khas 

masing-masing dan masih memegang konsep kafa’ah. Dalam hal ini kafa’ah yang 

dimaksud terbagi menjadi dua yaitu se-kufu karena pemahaman dan se-kufu 

karena derajat/nasab. 

Di Indonesia terdapat berbagai Organisasi Islam diantaranya adalah 

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Kehadiran organisasi LDII merupakan 

ekspresi dari strategi budaya untuk mempertahankan eksistensinya dan 

mengembangkan gerakannya.10 LDII merupakan organisasi sosial independen 

yang bergerak dalam studi dan penelitian tentang Quran dan Hadis. Sesuai dengan 

visi misi, tugas pokok dan fungsinya LDII mempunyai tujuan untuk 

meningkatkan harkat dan martabat kehidupan masyarkat, bangsa dan bernegara 

                                                             

10 H. Sirajuddin, Literasi Paham Radikalisme di Indonesia, (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 

2020), 186. 
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serta turut dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan 

keimanan serta ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.  

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) adalah nama baru sekte 

pembangkang terbesar di Indonesia, yang beberapa kali berganti nama karena 

sering dilarang oleh pemerintah Indonesia.11 Lembaga ini didirikan pada tahun 

1951 oleh Nurhasan Ubaidah Lubis, yang semula bernama Darul Hadits. Karena 

ajarannya meresahkan masyarakat Jawa Timur, maka Darul Hadits dikeluarkan 

dari PAKEM (Pengawas Umat Beragama) di Jawa Timur. Setelah dilarang, Darul 

Hadits ini berganti nama dengan Islam Jama’ah.12 

Seperti yang di ketahui bahwa warga LDII begitu tertutup, hal ini 

menimbulkan pertanyaan-pertanyaan besar diantara masyarakat, bahkan ada yang 

menganggap LDII adalah sebuah aliran yang melenceng dari ajaran agama Islam 

dan sering menimbulkan konflik. Didalam perkawinan contohnya, warga LDII 

melarang untuk menikah dengan laki-laki atau perempuan yang berbeda 

organisasi atau perkawinan warga LDII dengan selain warga LDII.  Perkawinan 

warga LDII dengan orang yang di luar LDII dianggap sebuah pelanggaran. Dalam 

majalah GENERUS (Generasi Penerus) dikatakan bahwa biasanya muda-mudi 

LDII yang sudah menginjak usia nikah memasukan namanya ke dalam rubrik 

jodoh, dengan alasan jangan sampai generasi muda LDII melakukan pelanggaran 

had atau nikah dengan orang-orang di luar LDII.13  

                                                             

11 Hartono Ahmad Jaiz, Aliran dan Paham Sesat di Indonesia, (Jakarta Timur: Pustaka 

Al-Kautsar, 2002), 73. 

12 Ibid, 73. 

13 M. Amin Djamaluddin, Kupas Tuntas Kesesatan dan Kebohongan LDII, (Jakarta: 

Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam, 2007), 106. 
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Kemudian di dalam LDII terdapat juga yang namanya nikah dalam, yang 

mana menurut warga LDII bahwa nikah dalam yaitu para warga LDII hanya 

menikah dihadapan amirnya kemudian pernikahannya tidak tercatat di kantor 

urusan agama (KUA). Hal ini menjadi sebuah perbincangan di masyarakat luas, 

karena tidak seperti praktik pernikahan masyarakat Indonesia pada umumnya, dan 

terkadang masyarakat menganggap warga LDII menyimpang dari ajaran agama 

Islam.  

Melihat pentingnya kesetaraan (kafa’ah) yang ada pada warga LDII dalam 

melangsungkan perkawinan, mereka menganggap kafa’ah yang dimaksud adalah 

setara dalam hal segolongan. Perempuan dianggap kufu jika menikah dengan laki-

laki yang segolongan dalam hal ini yang dimaksud adalah sesama warga LDII. 

Hal ini bertujuan untuk menjaga nilai-nilai ajaran serta aqidah mereka agar 

terwujudnya kesepahaman dalam beribadah. Penulis berkesimpulan bahwa warga 

LDII sangat memperhatikan persoalan perkawinan mereka. 

Berdasarkan permasalahan ini, penulis ingin meneliti lebih dalam tentang 

permasalahan kafa’ah warga LDII Kota Palu, bagaimana tata cara perkawinannya 

apakah berbeda dengan perkawinan masyarakat umumnya kemudian bagaimana 

tinjauan hukum Islam mengenai kafa’ah warga LDII Kota Palu. Serta menjawab 

asumsi masyarakat mengenai organisasi LDII tersebut yang dituangkan dalam 

sebuah skripsi yang berjudul “Kafa’ah Dalam Perkawinan Menurut Lembaga 

Dakwah Islam Indonesia (LDII), (Studi Kasus LDII Kota Palu)”. 

B. Rumusan dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang 

akan kami teliti adalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana kafa’ah dalam perkawinan warga Lembaga Dakwah Islam 

Indonesia di Kota Palu? 

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam mengenai kafa’ah dalam 

perkawinan menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kota Palu? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian pada 

dasarnya adalah menganalisa permasalahan tersebut. Adpun tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui kafa’ah dalam perkawinan warga Lembaga 

Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kota Palu. 

b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam mengenai kafa’ah dalam 

perkawinan menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kota 

Palu. 

c. Untuk mengetahui tata cara perkawinan Lembaga Dakwah Islam 

Indonesia (LDII) Kota Palu 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang penulis hendak dicapai adalah sebagai 

berikut: 

a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memeberikan 

sumbangan pemikiran terhadap polemik permasalahan yang kian 

komplek yang terjadi ditataran masyarakat, tentang kafa’ah dalam 

perkawinan menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Studi 

kasus LDII Kota Palu. 
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b. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan 

pertimbangan dan menambah khazanah keilmuwan peneliti dan bagi 

seluruh pembaca maupun lapisan masyarakat tentang kafa’ah dalam 

perkawinan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). 

D. Penegasan Istilah 

Skripsi ini berjudul “Kafa’ah Dalam Perkawinan Menurut Lembaga 

Dakwah Islam Indonesia (LDII) (Studi Kasus LDII Kota Palu)”. Dalam judul 

tersebut terdiri dari beberapa istilah sebagai berikut:  

1. Kafa’ah 

Menurut KBBI kafa’ah yaitu seimbang, atau laki-laki dan perempuan yang 

akan membentuk rumah tangga sebaik-baiknya dalam segala-galanya. Menurut 

fiqih kafa’ah adalah sepadan atau sama antara suami istri untuk menolak rasa 

malu pada perkara-perkara khusus. Atau keseimbangan, kesetaraan, kecocokan, 

keserasian dalam hal-hal tertentu, sebagai penunjang dalam pernikahan.14 

2. Perkawinan  

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.15 

3. Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) 

LDII adalah Lembaga Dakwah Islam Indonesia, merupakan organisasi 

kemasyarakatan yang resmi dan legal yang mengikuti ketentuan UU No. 8 tahun 

                                                             

14 H. Kosim, Fiqih Munakahat, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 44. 

15 Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 

(Yokyakarta: Gama Media, 2017), 9. 
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1985 tentang Organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaannya meliputi PP No. 

18 tahun 1986 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1986.16 

E. Garis-garis Besar Isi 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika 

pembahasan  sebagai berikut: 

Bab I, adalah membahas tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan  dan manfaat penelitian, penegasan istilah, serta garis-garis besar  

isi. 

Bab II, adalah membahas tentang kajian pustaka yang dimulai dari 

penelitian terdahulu, kemudian pembahasan tentang konsep dasar perkawinan 

yang meliputi, pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, syarat dan rukun 

perkawinan, serta tujuan dan hikmah perkawinan. Kemudian membahas tentang 

kafa’ah, dimulai dari pengertian kafa’ah dasar hukum kafa’ah ukuran kafa’ah, 

kriteria kafa’ah menurut ulama, hikmah dari kafa’ah, serta kerangka pemikiran. 

Bab III, adalah tentang metode penelitian. Dimulai dari pendekatan dan 

jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data, serta pengecekan keabsahan data. 

Bab keempat, adalah tentang hasil dan pembahasan. Pada bab ini peneliti 

menguraikan tentang gambaran umum LDII di Kota Palu, pemahaman warga 

LDII Kota Palu tentang kafa’ah dalam perkawinan, tata cara perkawinan warga 

LDII Kota Palu dan tinjauan Hukum Islam mengenai kafa’ah dalam perkawinan 

menurut LDII Kota Palu. 

                                                             

16 Situs web resmi Lembaga Dakwah Islam Indonesia. 
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Bab kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan dan implikasi 

penelitian. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk mengetahui seberapa banyak 

penelitian yang sudah membahas permasalahan yang diteliti oleh penulis. Berikut 

beberapa judul penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis. 

Pertama, Nisaul Hasana dalam skripsinya “Strategi Dakwah Lembaga 

Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kota Palopo.” Dalam penelitian ini mengenai 

strategi LDII Kota Palopo dalam melakukan dakwah yaitu dengan cara 

tradisional, berkarakter, dan ceramah. Dalam dakwahnya juga melakukan 

kegiatan-kegiatan sosial serta kegiatan keagamaan lainnya yang mendapatkan 

respon baik dari masyarakat, pemerintah dan ormas Islam lainnya.17 Skripsi ini 

berbeda dengan penelitian penulis, penelitian ini berfokus pada strategi dakwah 

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Sementara penelitian penulis terfokus 

pada kafa’ah dalam Perkawinan LDII. 

Kedua, Rusdiani dalam skripsinya “Konsep Kafa’ah Dalam Perkawinan 

Masyarakat Sayyid Ditinjau Dari Hukum Islam.” Dalam penelitian ini membahas 

kafa’ah masyarakat Sayyid yang dimana dalam pemilihan jodoh menganut sistem 

tersendiri yaitu wanita Sayyid hanya boleh menikah dengan laki-laki Sayyid pula 

dan harus dari marga yang sama. Kemudian bagi laki-laki Sayyid dibebaskan 

menikah dengan perempuan dari kalangan Sayyid ataupun dari non Sayyid.18

                                                             

17 Nisaul Hasana, “Strategi Dakwah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kota 

Palopo”, (Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan 

Dakwah, IAIN Palopo, 2016). 

18 Rusdiani, “Konsep Kafa’ah Dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid Ditinjau Dari 

Hukum Islam”, (Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin 

Makassar, 2014). 
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Skripsi ini berbeda dengan penelitian penulis, penelitian ini berfokus pada Konsep 

kafa’ah Dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid Ditinjau Dari Hukum Islam 

Sementara penelitian penulis terfokus pada pemahaman warga LDII terhadap 

kafa’ah dalam Perkawinan. 

Ketiga, Ikhwanul Fuad Ahsan dalam skripsinya “Perspektif Mazhab 

Hanafi Tentang Konsep kafa’ah Dalam Perkawinan Mnurut Jama’ah 

Ahmadiyah.” Dalam penelitian ini membahas tentang Jemaat Ahmadiyah yang 

dimana mereka beranggapan bahwa status hukum kafa’ah dalam perkawinan 

merupakan hal yang dipertimbangkan yang tidak memiliki konsekuensi hukum 

Islam melainkan memiliki konsekuensi dalam organisasi dan mendapatkan sanksi 

dari organisasi apabila perkawinan yang dilakukan tidak sesama jemaat 

Ahmadiyah yang dalam hal ini bertentangan dalam hukum Islam dan juga 

pandangan mazhab Hanafi.19 Skripsi ini berbeda dengan penelitian penulis, 

penelitian ini berfokus pada kriteria dan status hukum kafa’ah dalam perkawinan 

Jemaat Ahmadiyah ditinjau dari Mazhab Hanafi, Sementara penelitian penulis 

terfokus pada pandangan warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). 

Keempat, Dewi Ulis Sa’adah dalam skripsinya “Studi Komparasi 

Terhadap Pandangan Tokoh NU dan LDII di Kecamatan Ambulu Kabupaten 

Jember Tentang Kafa’ah Dalam Perkawinan.” Dalam penelitian ini komparasi 

pandangan tokoh LDII dan NU tentang kafa’ah dalam hal persamaannya, kedua 

tokoh ini berpandangan bahwa kafa’ah adalah hal penting dalam perkawinan dan 

sama-sama memprioritaskan kafa’ah dalam hal agama. Kemudian kedua tokoh 

sepakat menganjurkan golongannya untuk menikahi sesama kelompoknya. 

Namun dalam hal perbedaannya, kriteria kafa’ah termasuk dalam ranah agama, 

                                                             

19 Ikhwanul Fuad Ahsan, “Perspektif MAzhab Hanafi Tentang Konsep Kafa’ah Dalam 

Perkawinan Menurut Jemaat Ahmadiyah”, (Jurusan Ahwal Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, IAIN 

Ponorogo, 2018). 



14 
 

 
 

nasab, kemerdekaan, dan profesi. Sementara tokoh LDII memahami kriteria 

kafa’ah yaitu dalam hal agama, nasab, harta, dan kecantikan. NU berpendapat 

kriteria kafa’ah selain agama, adalah sebagai pelengkap. Sedangkan LDII, 

mengutamakan pada kriteria agama dan nasab. Kemudian NU beranggapan bahwa 

kafa’ah adalah syarat lazim, akan tetapi tidak ada larangan menikah meski tidak 

ada kafa’ah, sedangkan LDII menganggap bahwa kafa’ah sudah menjadi aturan 

yang ditetapkan dalam organisasi LDII.20 Skripsi ini berbeda dengan penelitian 

penulis, penelitian ini berfokus pada Studi komparasi pandangan NU dan LDII 

tentang kafa’ah dalam perkawinan. Sementara penelitian penulis terfokus pada 

pemahaman warga LDII terhadap kafa’ah dalam Perkawinan dan bagaimana 

sistem perkawinannya. Namun persamaannya yaitu dapat dilihat dari objek 

penelitian yaitu kafa’ah dalam perkawinan LDII. 

B. Tinjauan Umum tentang Perkawinan dan Kafa’ah 

1. Perkawinan 

a. Pengertian Perkawinan 

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang 

menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan 

hubungan kelamin atau bersetubuh.21 Perkawinan disebut juga “pernikahan”, 

berasal dari kata nikah (نكح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling 

memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi).22 Dalam bahasa arab 

nikah atau ziwaj diartikan dengan kawin. Kalimat nikah atau tajwiz diartikan 

                                                             

20 Dewi Ulis Sa’adah, “Studi Komparasi Terhadap Pandangan Tokoh NU dan LDII di 

Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Tentang Kafa’ah Dalam Perkawinan”, (Jurusan Hukum 

Perdata Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, 2018). 

21 H. Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Cet: VIII, Jakarta: Prenadamedia Group, 

2019), 5. 

22 Ibid. 
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dengan perkawinan. Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti 

persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah.23  

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, di antaranya, 

yaitu: 

ع اهُوَعَق دوٌَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيقُِي دَ مِل كَ  وَاجُ شَر  تِم   اِ الزَّ جُ س  أةَِ وَحِلَّ تاَعِ الرَّ  لِ بلِ مَر 

جُلِ  اةَِباِلرَّ تاَعِ ال مَر  تِم   ٨اِس 

Artinya:  

“Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk 
membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan 
menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dan laki-laki.” 

Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan ulama fikih, tetapi seluruh 

definisi tersebut mengandung esensi yang sama meskipun redaksinya berbeda. 

Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitabnya al-fiqh ala mazahibi arba’ah 

menyebutkan ada 3 macam makna nikah yaitu makna secara lughawi (bahasa), 

makna ushuli (syar’i), dan makna fiqh (fiqih). Ulama Mazhab Syafi’I 

mendefinisikannya dengan “akad yang mengandung kebolehan melakukan 

hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu.” 

Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan “akad yang memfaedahkan 

halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang laki-laki dengan 

seorang wanita selama tidak ada halangan syara.24 Menurut Mahzab Maliki, 

pernikahan adalah: “aqad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan 

wanita.”25 Sedang Mahzab Hambali adalah: “Aqad yang didalamnya terdapat 

lafazh pernikahan secara jelas, agar diperbolehkan bercampur.”  

                                                             
23 Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, (Cet: III, Beirut: Dar al-Fikr, 

1989), 5. 

24 H. Khoirul Abror, Hukum Perkawinan dan Perceraian, (Yokyakarta: Ladang Kata, 

2017), 45. 

25 Abdul Majid Mahmud Mathlub, Panduan Hukum Keluarga Sakinah, (Surakarta: 

Eraintermedia, 2005), 1. 
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Ta’rif perkawinan: yaitu ‘aqad yang menghalalkan pergaulan dan 

membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki 

dan perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.26 

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 

disebutkan bahwa pernikahan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dan 

wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.27 

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu 

akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan 

melaksanaknnya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan 

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.28 

Jadi, perkawinan dapat didefinisikan dalam arti sempit maupun luas. 

Perkawinan dalam arti sempit ialah akad yang menghalalkan hubungan badan 

antara seorang laki-laki dan perempuan. Sedangkan dalam arti luas perkawinan 

ialah akad atau ikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk 

keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. 

b. Dasar Hukum Perkawinan 

Hukum asal nikah adalah jaiz (diperbolehkan).29 Perkawinan atau 

pernikahan adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Swt. dan juga 

Rasulullah Saw. banyak kalimat perintah Allah dalam Al-Qur’an untuk 

melaksanakan perkawinan. Pernikahan antara laki-laki dan perempuan merupakan 

                                                             
26 Muhammad Ali, Fiqih Munakahat, (Lampung: CV Laduny Alifatama, 2020), 19. 

27 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan I, (Yokyakarta: ACAdeMia+ Tazzaafa, 

2013), 21. 

28 Departemen Agama RI., Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3. 

29 Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), 381. 
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sesuatu yang disyariatkan oleh ajaran Islam, dengan dalil Al-Qur’an, as-sunnah, 

dan ijma.30 Adapun dalil dari Al-Qur’an adalah: Surah An-Nur [24]: 32, yaitu: 

لِحِينَ مِنۡ عِباَدِكُ  مَىَٰ مِنكُمۡ وَٱلصََّٰ ُ يَكوُنوُا  فقُرََآَٰءَ يُ  ئِكُمْۡۚ إنِإِمَآَٰ مۡ وَ وَأنَكِحُوا  ٱلۡۡيَََٰ غۡنِهِمُ ٱللََّّ

ُ وََٰ   ٣٢سِعٌ عَلِيمٞ  مِن فضَۡلِهِۗۦ وَٱللََّّ

Terjemahnya:  

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan 
orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang 
lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka 
miskin Allah akan memampukan mereka karunia Nya dan Allah Maha 
luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.”31 

Adapun menurut as-sunnah adalah Hadis riwayat Bukhari-Muslim dari 

Abdullah bin Mas’ud:32 

جَ  بَابِ مَنِ اس تطََاعَ ال باَءَةَ فلَ يتَزََوَّ صَنُ لِل  ل بصََرِ لِ  أغََدُّضُ نَّهُ ِإفاَ ياَمَع شَرَالشَّ جِ وَأحَ  فرَ 

مِ فاَ و   .   ءٌ جَانَّهُ لَهُ وِ ِإوَمَن  لَم  يَس تطَِع  فَعلَيَ هِ باِالصَّ

Artinya:  

“Wahai para pemuda, siapa dari kalian yang sudah mampu jimak 
(karena mampu memberi nafkah), maka menikahlah, karena nikah itu 
lebih menundukan pandangan mata, dan memelihara kemaluan. Dan 
barangsiapa belum mampu, maka hendaknya dia berpuasa, karena 
puasa (menjadi) pencegah baginya.” 

Dalil yang ketiga adalah dengan ijma’, umat muslim semuanya sepakat 

bahwa nikah adalah disyariatkan dalam ajaran Islam. 

Adapun macam-macam hukum pernikahan yang disyariatkan oleh Allah 

Swt. ada lima macam, yaitu: 

1. Wajib  

Sebagaimana penjelasan Imam Muhammad bin Qasim as-Syafi’i bahwa 

pernikahan jumhur ulama berpendapat diwajibkan pernikahan kepada seorang 

                                                             
30 Armia dan Iwan Nasution, Pedoman Lengkap Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 

2019), 3. 

31 Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya. 

32 Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, (Jakarta: Darul Haq, 2019), 529. 
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laki-laki yang mampu secara zhahir untuk memberikan belanja nikah akan tetapi 

tidak mampu kepada kebutuhan bathiniah yakni menjaga diri dari perbuatan 

maksiat (zina), maka dalam hal ini pernikahan menjadi wajib baginya.33  

Didalam bukunya garis-garis besar fiqh Amir Syarifuddin menuliskan 

syarat-syarat yang mesti dipenuhi laki-laki dan perempuan yang menikah yaitu:34 

a. Keduanya jelas keberadaannya dan jelas identitasnya. 

b. Keduanya sama-sama beragam Islam 

c. Keduanya tidak terlarang melakukan perkawinan. 

d. Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan 

perkawinan. 

2. Sunnah  

Orang yang mempunyai hasrat menikah dan mampu, tapi masih menjaga 

diri dari tejerumusnya kepada perbuatan yang diharamkan oleh Allah Swt, maka 

hukum menikah baginya adalah mustahab (sunnah).35 Thabrani meriwayatkan 

dari sa’ad bin Abu Waqqash ra. Bahwasannya Rasulullah Saw. bersabda, 

باَنِيَّةِ ال حَنفَِيَّةَ السَّ ِإ ه  حَةَ نَّ اللهَ قدَ  أبَ دَ لنَاَ باِالرَّ  م 

Artinya:  

“Sesungguhnya Allah telah menggantikan dengan (ajaran) yang lurus 
dan toleransi.” 

3. Haram 

Al-Qurtubi menjelaskan, “ketika seorang laki-laki tahu dirinya tidak 

sanggup memberi nafkah atau mahar kepada wanita yang akan diperistrinya atau 

                                                             
33 Muhammad bin Qasim, Fathul-Qarib, Jilid II, diterjemahkan oleh Imron Abu Umar, 

(Kudus: Menara Kudus, 1983), 23. 

34 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2010), 12-13. 

35 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah jilid III, (Jakarta: Cakrawala, 2008), 209. 
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hak-hak istri lainnya yang menjadi kewajiban suami, maka dia tidak boleh 

menikahi wanita itu kecuali setelah menerangkan keadaannya.”36 

4. Makruh  

Seseorang yang tidak bisa memberi nafkah lahir batin, tapi perempuan 

yang akan dinikahinya mau menerima kondisinya, karena dia tergolong orang 

yang kaya dan syahwatnya tidak begitu besar, maka menikah baginya hukumnya 

makruh. Jika dia (suami) tidak mampu memberi nafkah lahir dan batin karena 

melakukan ketaatan atau adanya halangan, seperti sedang menuntut ilmu 

pengetahuan, maka hukum makruh bertambah kuat.37 

5. Mubah 

Hukum menikah menjadi mubah jika faktor-faktor yang mengharuskan 

maupun menghalangi terlaksananya pernikahan tidak ada pada diri seseorang. 

c. Rukun dan Syarat Perkawinan 

Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah tidaknya 

suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu 

sendiri, seperti membasuh untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat,38 atau 

adanya calon pengantin laki-laki, dan calon pengantin perempuan dalam 

perkawinan.39 

Syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya 

suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian 

pekerjaan itu, seperti menutup aurat dalam shalat, atau menurut Islam calon 

                                                             
36 Ibid, 210. 

37 Ibid, 211. 

38 Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat, (Cet: VII, Jakarta: Kencana, 2010), 46. 

39 H. Khoirul Abror, Hukum Perkawinan dan Perceraian, (Yokyakarta: Ladang Kata, 

2017), 45. 
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mempelai laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam. Sah adalah sesuatu 

pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan.40 

Rukun nikah merupakan bagian dari hakekat perkawinan, artinya bila 

salah satu rukun nikah tidak terpenuhi maka tidak terjadi suatu perkawinan. 

Adapun rukun nikah adalah:41 

1) Calon mempelai laki-laki dan perempuan; 

2) Wali bagi calon mempelai perempuan; 

3) Saksi; 

4) Ijab dan qabul. 

Dari keempat rukun tersebut yang paling penting ialah Ijab dan Kabul 

antara yang mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang dimaksud 

dengan syarat perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, 

ijab kabul. 

1. Syarat-syarat Suami 

a. Bukan mahram dari calon istri; 

b. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri; 

c. Jelas orangnya; 

d. Tidak sedang ihram. 

2. Syarat-syarat Istri 

a. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak 

sedang dalam iddah; 

b. Merdeka, atas kemauan sendiri; 

c. Jelas orangnya; dan 

                                                             
40 Ibid. 

41 Neng Dubaedah, Sulaikin Lubis, Farida Prihatini, Hukum Perkawinan Islam di 

Indonesia, (Jakarta: Hecca Publishing bekerjasama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum 

Universitas Indonesia, 2005), 59. 
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d. Tidak sedang ihram. 

3. Syarat-syarat Wali 

a. Laki-laki; 

b. Baligh; 

c. Adil; 

d. Waras akalnya; 

e. Tidak dipaksa; 

f. Tidak sedang ihram. 

4. Syarat-syarat Saksi 

a. Laki-laki; 

b. Baligh; 

c. Adil; 

d. Waras akalnya; 

e. Dapat mendengar dan melihat; 

f. Bebas, tidak dipaksa; 

g. Tidak sedang mengerjakan ihram; 

h. Memahami bahasa yang digunakan untuk ijab kabul. Shigat (bentuk 

akad) hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dimengerti oleh orang 

yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi. 

d. Tujuan dan Hikmah Perkawinan 

Ada beberapa tujuan dari disyari’atkannya perkawinan atas umat Islam 

diantaranya meliputi beberapa aspek yaitu aspek personal, aspek ritual dan aspek 

moral:42 

 

                                                             
42 Mahmudin Benyamin dan Agus Hermanto,  Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: CV 

Pustaka Setia, 2017), 18-21. 



22 
 

 
 

1. Aspek Personal 

a. Penyaluran kebutuhan biologi, dalam hal ini semua manusia, baik laki-

laki maupun perempuan mempunyai insting seks, hanya kadar dan 

intensitasnya berbeda.  

b. Memperoleh Keturunan  

Insting untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh laki-laki 

ataupun perempuan. 

2. Aspek Ritual  

Mengikuti Sunnah Nabi Saw. Nabi memerintahkan kepada umatnya untuk 

menikah sebagaimana disebutkan dalam hadis: 

لُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليَ هِ وَسَلَّمَ  إلِيَ هِم  فقَاَلَ: أنَ تمُُ الَّذِي نَ قلُ تمُ  كَذاَ وَكَذاَ أمََافَجَاءَ رَسوُ  …. 

جُ  قدُوَُأتَزََوَّ مُ وَأفُ طِرُوَأصَُلِ ي وَأرَ  شَاكُم  لِلَِّ وَأتَ قاَكُم  لَهُ لَكِنِ ي  أصَُو  وَاللهِ إنِِ ي  لَۡخَ 

 النِ سَاءَفَمَن  رَغِبَ عَن  سنَُّتيِ  فلَيَ سَ مِنِ ي  

Artinya:  

“Tetapi aku sendiri melakukan shalat, tidur, aku berpuasa dan berbuka 
aku mengawini perempuan. Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, 
maka ia bukanlah golonganku.”(H.R Bukhari., 5063). 

3. Aspek moral  

Adanya perkawinan manusia dituntut untuk mengikuti aturan atau norma-

norma agama, sedangkan makhluk yang lain tidak dituntut demikian. 

Para ulama telah mencacat banyak sekali hikmah dan faedah pernikahan, 

antara lain sebagai berikut:43 

1. Pernikahan adalah cara paling utama-bahkan satu-satunya cara yang 

diridhai Allah dan Rasul-Nya untuk memperoleh keturunan dan menjaga 

kesinambungan jenis manusia, seraya memelihara kesucian nasab (silsilah 

keturunan) yang sangat diperhatikan oleh agama. 

                                                             
43 Muhammad Bagir Al-Habsyi, Fiqh Praktis, (Bandung: Mizan Media Utama, 2002), 23. 
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2. Pernikahan menumbuhkan rasa tanggung jawab antara suami istri dalam 

pengelolaan rumah tangga, serta dalam pembagian tugas dan tanggung 

jawab masing-masing dalam mengupayakan kesejahteraan keluarga dan 

pemeliharaan anak-anak. Sabda Nabi Saw.,  

3. Pernikahan mempererat hubungan antara keluarga suami dan keluarga 

istri, dan pada gilirannya, mempererat hubungan kasih sayang serta 

menjalin persaudaraan antar anggota masyarakat yang sebelumnya 

mungkin tidak, atau belum, saling mengenal. 

2. Kafa’ah 

a. Pengertian Kafa’ah 

Kafa’ah berasal dari bahasa Arab dari kata (كفيء) berarti sama atau setara. 

Secara bahasa berarti kesepadanan atau kesetaraan.44 Kata ini merupakan kata 

yang terpakai dalam bahasa Arab dan terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti 

“sama” atau setara.  

Hal ini sesuai dengan Firman Allah Swt dalam (QS. Al-Ikhlas [112]: 4); 

ا أحََدُۢ    ٤وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ كفُوُ 

Terjemahnya:  

“Dan tidak seorangpun yang setara dengan-Nya.”45 

Dalam istilah fikih, “sejodoh” disebut “kafa’ah”, artinya ialah sama, 

serupa, seimbang, atau serasi. Menurut H. Abd. Rahman Ghazali, kafa’ah atau 

kufu, menurut bahasa, artinya “setara, seimbang, atau keserasian/kesesuaian, 

serupa, sederajat atau sebanding.”46 

                                                             
44 Muhammad Bagir Al-Habsyi, Fiqh Praktis, (Bandung: Mizan Media Utama, 2002), 48. 

45 Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya. 

46 Armia dan Iwan Nasution, Pedoman Lengkap Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 

2019), 58. 
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Yang dimaksud dengan kafa’ah atau kufu dalam perkawinan, menurut 

istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan 

suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan 

perkawinan. Atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam 

kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan derajat dalam akhlak serta 

kekayaan.47 

Jadi, tekanan dalam hal kafa’ah adalah keseimbangan, keharmonisan, dan 

keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab, kalau 

kafa’ah diartikan persamaan dalam hal masalah harta atau kebangsawanan, maka 

akan berarti terbentuknya kasta, sedangkan manusia di sisi Allah Swt. adalah 

sama. Hanya ketakwaannyalah yang membedakannya.48 

Hal ini sesuai dengan Firman Allah Swt. dalam (QS. Al-Hujurat [49]: 13); 

ن ذكََرٖ وَأنُثىََٰ  كُم م ِ َٰٓأيَُّهَا ٱلنَّاسُ إنَِّا خَلقَۡنََٰ كُ جَعَ وَ يََٰ َٰٓئلَِ لِتعَاَرَفُ  مۡ شُعوُبٗالۡنََٰ  إِنَّ أكَۡرَمَكُمۡ وَقبَاَ
ا ْۚ وَٰٓ

َ عَلِيمٌ خَبيِرٞ   كُمْۡۚ إنَِّ ٱللََّّ ِ أتَۡقىََٰ  ١٣عِندَ ٱللََّّ

Terjemahnya:  

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-
bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. 
Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah 
ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”49 

Kafa’ah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami/istri, tetapi 

tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Kafa’ah adalah hak bagi wanita 

atau walinya, karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, atau tidak serasi 

                                                             
47 Ibid, 58. 

48 Tihami dan Sohari, Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali 

Press, 2009), 56. 

49 Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya. 
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akan menimbulkan problematika berkelanjutan, dan besar kemungkinan 

menyebabkan terjadinya perceraian, oleh karena itu, boleh dibatalkan.50 

b. Landasan Kafa’ah 

Kafa’ah diatur dalam Pasal 61 KHI dalam membicarakan pencegahan 

perkawinan, dan yang diakui sebagai kriteria kafa’ah itu adalah apa yang telah 

menjadi kesepakatan ulama yaitu kualitas keberagamaan. Pasal 61 berbunyi: 

“Tidak se-kufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali 

tidak se-kufu karena perbedaan dalam hal agama (ikhtilafu al-dien).51 

Ibnu Hazm berpendapat tidak ada ukuran-ukuran kufu. Dia berkata: semua 

orang Islam asal tidak melakukan zina, berhak kawin dengan semua wanita 

muslimah, asal tidak tergolong perempuan lacur. Dan semua orang Islam adalah 

bersaudara. Kendatipun ia anak seorang hitam yang tak dikenal umpamanya, 

namun tak dapat diharamkan kawin dengan anak Khalifah Bani Hasyim. Walau 

seorang Muslim yang sangat fasiq, asalkan tidak berzina ia adalah kufu untuk 

wanita Islam yang fasiq, asal bukan perempuan berzina.  

Alasannya dalam Firman Allah (QS. Al-Hujurat [49]: 10);  

َ قُ إنَِّمَا ٱلۡمُؤۡمِنوُنَ إِخۡوَةٞ فأَصَۡلِحُوا  بيَۡنَ أخََوَيۡكُمْۡۚ وَٱتَّ     ١٠ترُۡحَمُونَ مۡ  لَعلََّكُ وا  ٱللََّّ

Terjemahnya:  

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu 
damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan 
takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”52 

(QS. An-Nisa [4]: 3); 

مَىَٰ فٱَنكِحُوا   وَإِنۡ خِفۡتمُۡ ألَََّ  ََٰ نَ ٱابَ لَ ا طَ مَ تقُۡسِطوُا  فيِ ٱلۡيتَ َٰٓءِ مَثۡنىََٰ وَثلََُٰ كمُ م ِ عََۖ لن ِسَا ثَ وَرُبََٰ

حِدةَ  أوَۡ مَا مَلَكَتۡ  نُ أيَۡ  فإَنِۡ خِفۡتمُۡ ألَََّ تعَۡدِلوُا  فوَََٰ لِكَ مََٰ َٰٓ ألَََّ تعَوُلُ كُمْۡۚ ذََٰ  ٣وا   أدَۡنىََٰ

                                                             
50 Ibid, 57. 

51 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Indonesia, (Jakarta:Kencana-Prenada 

Media Group, 2006), 145. 

52 Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya. 
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Terjemahnya:  

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) 
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka 
kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau 
empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka 
(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang 
demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”53 

أةَُ  ِ  صَلَّى اللهُ عَليَ هِ وَسَلَّمَ قاَلَ تنُ كَحُ ال مَر  عَن  أبَيِ  هرَُي رَةَ رَضِيَ اللهُ عَن هُ عَنِ النَّبيِ

بعٍَ لِمَالِهَا وَ  نِ ترَِبتَ  يَداَكَ .  متلَِرَ  فق لِحَسَبِهَا وَجَماَ لِهَا وَلِدِي نِهَا فاَظ فرَ  بِذاَتِ الدِ ي 

  عليه

Artinya:  

“Wanita itu dikawini karena empat hal: karena hartanya, karena 
keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, maka 
nikahilah yang beragama, semoga akan selamatlah hidupmu”.54 

Secara mafhum Hadis ini berlaku pula untuk wanita yang memilih calon 

suami. Dan khusus tentang calon suami ditegaskan lagi oleh Hadis At-Turmudzy 

riwayat Abu Hatim Al Mudzanny:55 

 فانكهوا. رواه الترمذي.اذااتاكم من ترضون دينه وخلقه 

Artinya:  

“Bila datang kepadamu (hai wali), seorang laki-laki yang sesuai 
dengan agama dan akhlaknya, maka kawinkanlah anakmu kepadanya.” 

c. Ukuran Kafa’ah 

Kafa’ah menurut bahasa adalah kesamaan dan kemiripan. Adapun maksud 

yang sebenarnya adalah kesamaan antara dua belah pihak suami-istri, ukuran 

kesamaan tersebut yaitu dalam lima hal: 

1. Agama; 

2. Kedudukan, yaitu nasab atau silsilah keturunan; 

                                                             
53 Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya. 

54 Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, (Jakarta: Darul Haq, 2019), 530. 

55 Dahlan Idhamy, Azaz-azaz Fiqih Munakahat, Hukum Keluarga Islam. 19. 
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3. Kemerdekaan, Maka seorang budak laki-laki tidaklah kufu bagi wanita 

merdeka karena statusnya berkurang sebagai budak. 

4. Keterampilan, Orang yang memiliki keterampilan di bidang tenun kufu 

dengan seorang gadis yang memiliki profesi mulia, seperti pedagang. 

5. Memiliki harta sesuai dengan kewajiban untuk calon istrinya berupa 

maskawin dan nafkah. Maka laki-laki yang sulit ekonomi tidak kufu untuk 

seorang gadis yang berada karena pada wanita itu dalam bahaya dengan 

kesulitan pada suaminya, karena bisa jadi nafkah yang harus ia terima 

mengalami kemacetan.56 

Akan tetapi kafa’ah menjadi syarat lebih utama untuk sebaiknya dilakukan 

pernikahan. Jika seorang wanita dinikahkan kepada laki-laki yang tidak sekufu 

dengannya, siapa saja yang tidak ridha dengan itu baik pihak istri atau para 

walinya, berhak melakukan fasakh (pembataan nikah).57 

Jika kita melihat pada Al-Qur'an dan as-Sunnah ditinjau dari segi insaniah, 

manusia pada dasarnya sama derajatnya, hanya takwalah yang membedakan 

manusia yang satu dengan yang lainnya, bukan seperti kebangsawanan, 

kebangsaan, dan kecantikan. 

d. Kriteria Kafa’ah Menurut Ulama Fiqih 

Menurut Ibnu Rusyd, di kalangan Mazhab Maliki tidak di perselisihkan 

lagi bahwa apabila seorang gadis dikawinkan oleh ayahnya dengan seorang 

peminum khamar (pemabuk), atau singkatnya dengan orang fasik, maka gadis 

tersebut berhak menolak perkawinan tersebut. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa 

para fukaha juga berbeda pendapat tentang faktor nasab (keturunan), faktor 

kemerdekaan, kekayaan, dan keselamatan dari cacat (aib). 

                                                             
56 Sh.ih, Al-Mulakhkhash Al-Fiqh, terj. Asmuni, Cet. I, (Jakarta: Darul Falah, 2005), 834. 

57 Ibid, 835. 
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Mengenai hal ini, para ulama berbeda persepsi dalam menentukan kriteria  

dalam kafa’ah, yaitu sebagai berikut:58 

1. Menurut ulama Hanafiah, yang menjadi dasar kafa’ah adalah:  

a. Nasab 

Yaitu keturunan atau kebangsaan. Orang Arab adalah kufu antara satu 

dengan lainnya. Begitu pula halnya dengan orang Quraisy sesama Quraisy 

lainnya. Karena itu orang yang bukan Arab tidak sekufu dengan perempuan Arab. 

Orang Arab tetapi bukan dari golongan Quraisy, tidak sekufu dengan/bagi 

perempuan Quraisy lainnya. 

b. Islam 

Yaitu silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam. Dengan Islam 

maka orang kufu dengan yang lain. Ini berlaku bagi oran-gorang bukan Arab. 

Adapun di kalangan bangsa Arab tidak berlaku. Sebab mereka ini merasa sekufu 

dengan ketinggian nasab, dan mereka merasa tidak akan berharga dengan Islam. 

Adapun di luar bangsa Arab yaitu para bekas budak dan bangsa-bangsa lain, 

mereka merasa dirinya terangkat menjadi orang Islam. Karena itu jika perempuan 

muslimah yang ayah dan neneknya beragama Islam, tidak kufu dengan laki-laki 

muslim yang ayah dan neneknya tidak beragama Islam. 

c. Hirfah 

Yaitu profesi dalam kehidupan. Seorang perempuan dan keluarga yang 

pekerjaannya terhormat, tidak kufu dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar. 

Tetapi kalau pekerjaannya itu hampir bersamaan tingkatannya antara satu dan 

yang lain, maka tidaklah dianggap ada perbedaan. Untuk mengetahui pekerjaan 

yang terhormat atau kasar dapat diukur dengan kebiasaan masyarakat setempat. 

                                                             
58 Abdur Rahman ibn Muhammad ‘Audh al-Jaziry, al Fiqh ‘ala al-Mazahib al-‘Arba’ah, 

Jilid.I, Juz 1-5, (Kairo: Dar Ibn al Haitsimiy, t.th.), 842. 
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Sebab adakalanya pekerjaan tidak terhormat di suatu tempat berbeda dengan 

tempat yang lain. 

d. Kemerdekaan dirinya 

Jadi budak laki-laki tidak kufu dengan perempuan merdeka. Budak laki-

laki yang sudah merdeka tidak kufu dengan perempuan yang merdeka. Laki-laki 

yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak tidak kufu dengan perempuan 

yang neneknya tidak pernah ada yang menjadi budak. Sebab perempuan merdeka 

apabila dikawinkan dengan laki-laki budak dianggap tercela. Begitu pula apabila 

dikawini oleh laki-laki yang salah seorang neknya pernah menjadi budak.  

e. Diyanah 

Yaitu tingkat kualitas keberagamaan dalam Islam. Abu Yusuf 

berpendapat: seseorang laki-laki yang ayahnya sudah dalam kufu dengan 

perempuan yang ayah dan neneknya Islam. Karena untuk mengenal laki-laki 

cukup hanya dikenal ayahnya saja.  

f. Kekayaan. 

Golongan Syafi'i berkata bahwa kemampuan laki-laki fakir dalam 

membelanjai istrinya adalah di bawah ukuran laki-laki kaya. Sebagian lain 

berpendapat bahwa kekayaan itu tidak dapat jadi ukuran kufu karena kekayaan itu 

sifatnya timbul tenggelam, dan bagi perempuan yang berbudi luhur tidaklah 

mementingkan kekayaan. 

2. Menurut ulama Malikiah, yang menjadi dasar kafa’ah adalah:59 

a. Diyanah. 

b. Terbebas dari cacat fisik. 

                                                             
59 Ibid, 843. 
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Salah satu syarat kufu ialah terbebas dari cacat. Bagi laki-laki yang 

mempunyai cacat jasmani yang menonjol, ia tidak kufu dengan perempuan yang 

sehat dan normal. 

3. Menurut ulama Syafi'iyah, yang menjadi dasar kafa’ah adalah:60 

a. Nasab, tidaklah dinamakan sekufu pernikahan orang bangsawan Arab 

dan rakyat jelata atau sebaliknya. 

b. Diyanah, tidaklah sekufu bila orang Islam menikah dengan orang yang 

bukan Islam. 

c. Kemerdekaan dirinya, tidaklah sekufu bagi mereka yang merdeka yang 

menikah dengan budak. 

d. Hirfah.  

4. Menurut ulama Hanabilah yang menjadi dasar kafa’ah adalah:61 

a. Diyanah  

b. Hirfah  

c. Kekayaan. 

d. Kemerdekaan diri. 

e. Nasab. 

Mayoritas ulama sepakat menempatkan dien atau diyanah sebagai kriteria 

kafa’ah. Konsensus itu didasarkan pada (QS As-Sajadah [32]: 18; 

 ١٨أفََمَن كَانَ مُؤۡمِنٗا كَمَن كَانَ فاَسِقٗاْۚ لََّ يَسۡتوَۥُنَ 

Terjemahnya:  

“Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik (kafir)? 
Mereka tidak sama.”62 

                                                             
60 Ibid. 

61 Ibid. 

62 Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya. 
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Menurut Sufyan al-Tsauri dan Imam Ahmad berpendapat bahwa wanita 

Arab tidak boleh kawin dengan hamba sahaya lelaki. Kemudian menurut Imam 

Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa wanita Quraisy tidak 

boleh kawin kecuali dengan lelaki Quraisy, dan wanita Arab tidak boleh kawin 

kecuali dengan lelaki Arab pula. 

Perbedaan pendapat tersebut menurut Ibnu Rusyd disebabkan oleh adanya 

perbedaan pendapat mereka tentang mafhum (pengertian) dari sabda Rasulullah, 

yaitu: 

أةَُ عَن  أبَيِ  هرَُي رَةَ رَضِيَ اللهُ عَن هُ عَنِ  ِ  صَلَّى اللهُ عَليَ هِ وَسَلَّمَ قاَلَ تنُ كَحُ ال مَر   النَّبيِ

نِ ترَِبتَ  يَداَكَ .  متفق  بعٍَ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَماَ لِهَا وَلِدِي نِهَا فاَظ فرَ  بِذاَتِ الدِ ي  لَِرَ 

 عليه

Artinya: 

“Wanita itu dikawinkan karena agamanya, kecantikannya, hartanya 
dan keturunannya. Maka carilah wanita yang taat beragama, niscaya 
akan beruntung tangan kananmu.”63 

Demikian juga dengan faktor kemerdekaan juga tidak diperselisihkan lagi 

di kalangan Mazhab Maliki bahwa ia termasuk dalam lingkup pengertian kafa’ah. 

Hal ini didasarkan adanya Hadis shahih yang memberikan hak khiyar (memilih) 

kepada hamba sahaya perempuan yang telah dimerdekakan (yakni hak memilih 

untuk meneruskan atau membatalkan perkawinan dengan suaminya yang masih 

berstatus hamba sahaya).64 

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnah mengatakan65 

Kafa’ah ditetapkan ketika akad akan segera diberlangsungkan. Apabila salah satu 

dari tolak ukur kafa’ah tidak ada lagi setelah akad diberlangsungkan, maka hal itu 

                                                             
63 Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, (Jakarta: Darul Haq, 2019), 530. 

64 Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat, (Cet: VII, Jakarta: Kencana, 2010), 98-100. 

65 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah jilid III, (Jakarta: Cakrawala, 2008), 405. 
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tidak berpengaruh, tidak mengubah apa yang sudah terjadi dan mengikat, dan 

tidak membatalkan akad pernikahan karena syarat-syarat pernikahan hanya 

berlaku ketika akad dilangsungkan. Jika ketika akad suami memiliki pekerjaan 

mulia, mampu memberi nafkah, dan saleh, tapi keadaan berubah setelah dia 

menikah dia menekuni pekerjaan yang hina, tidak mampu memberi nafkah, atau 

menyimpang dari perintah Allah Swt., maka status akadnya tetap sah. 

Kemudian di Indonesia bukanlah sebuah Negara Islam akan tetapi dikenal 

sebagai Negara yang kental akan keislamannya sehingga terdapat berbagai macam 

aliran maupun organisasi/golongan yang dimana mempunyai tingkat kesetaraan 

se-kufunya juga berbeda-beda. Dalam hal ini ada organisasi/golongan yang 

menekankan bahwasannya kafa’ah itu dinilai dari suatu nasab, artinya harus 

berdasarkan garis keturunan ataupun etnis.  

Kafa’ah nasab ini berlaku bagi orang-orang Arab. Hal ini diqiyaskan pada 

ketentuan orang-orang Arab, sebab mereka akan merasa minder jika menikah 

dengan orang yang bukan dari golongannya dilihat dari sisi nasab. Karena itu, 

hukum mereka sama dengan hukum yang diterapkan bagi orang-orang Arab 

karena alasannya sama.66 

Kemudian kafa’ah yang berdasarkan pemahaman organisasi berbeda-beda 

dalam penerapannya dari tiap masing-masing organisasi. Ada yang beranggapan 

bahwa kafa’ah yang dimaksud adalah segolongan, dalam hal ini menekankan 

syarat harus se-organisasi/segolongan, sementara mengenai nasab, pekerjaan dan 

status sosial lainnya hanya sebagai pelengkap saja hal ini dilakukan demi terjaga 

akidahnya.67 Adapula yang berpandangan kafa’ah yang dibangun yaitu yang 

                                                             
66 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), 400. 

67 Zulhamdani, Konsep Kafa’ah Dalam Perkawinan Ahmadiyah Qodian dan Lahore 

Perspektif Ulama Syafi’iyyah, (Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, IAIN 

Sunan Kalijaga Yokyakarta, 2002). 
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berlandaskan teori urf atau yang sering disebut kaidah al-adat’u muhakkamah  

yaitu ada istiadat yang berkembang turun temurun dari orang tua mereka. 

e. Hikmah Kafa’ah 

Berikut hikmah kafa’ah dalam pernikahan yang di antaranya:  

1. Kafa’ah merupakan wujud keadilan dan konsep kesetaraan yang 

ditawarkan Islam dalam pernikahan. Islam telah memberikan hak thalaq 

kepada pihak laki-laki secara mutlak. Namun oleh sebagian laki-laki yang 

kurang bertanggung jawab, hak thalaq yang dimilikinya dieksploitasi dan 

disalahgunakan sedemikian rupa untuk berbuat seenaknya terhadap 

perempuan. Sebagai solusi untuk mengantisipasi hal tersebut, jauh 

sebelum proses pernikahan berjalan, Islam telah memberikan hak kafa’ah 

terhadap perempuan.  

2. Dalam Islam suami memiliki fungsi sebagai imam dalam rumah tangga 

dan perempuan sebagai makmumnya. Konsekuensi dari relasi imam dan 

makmum ini sangat menuntut kesadaran ketaatan dan kepatuhan dari 

pihak perempuan terhadap suaminya . Hal ini hanya akan berjalan normal 

dan wajar apabila sang suami berada “satu level di atas istrinya”, atau bisa 

sejajar. 

3. Naik atau turunnya derajat seorang istri, sangat ditentukan oleh derajat 

suaminya. Seorang perempuan biasa akan terangkat derajatnya ketika 

dinikahi oleh seorang laki-laki yang memiliki status sosial yang tinggi, 

pendidikan yang mapan, dan derajat keagamaan yang lebih. Sebaliknya, 

citra negatif suami akan menjadi kurang jika nama, status sosial, dan 

kehidupan keagamaan seorang istri yang lebih tinggi. 
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C. Kerangka Pemikiran 

  Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis 

besar alur logika penelitian. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan masalah 

penelitian ini maka dibuat kerangka pemikiran yang dalam bentuk table sebagai 

berikut: 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan Perkawinan 

Warga LDII 

Sumber Hukum 

Hukum Islam: Al_Qur’an dan Hadits 

Hukum Positif: UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI 

 

Tinjauan Hukum Islam mengenai kafa’ah dalam 

perkawinan menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia 

 Analisis Dasar Hukum Kafa’ah Menurut LDII 
 Analisis Tata Cara Perkawinan Warga LDII 

Kafa’ah Dalam Perkawinan 

Warga LDII Kota Palu 

Kesimpulan 

Kafa’ah Dalam Perkawinan Menurut 

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) 

(Studi Kasus LDII Kota Palu) 

Sejarah LDII Di Kota Palu 
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 BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah 

menggunakan jenis penelitian hukum empiris (impericial legals research), dalam 

bahasa Belanda disebut dengan empirisch juridisch onderzoek68, yang merupakan 

salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya 

hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang 

dikonsepkan sebagai perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang 

sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. 

Olehnya itu penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis. 

Istilah penelitian hukum empiris diantaranya: 

1. Emperical legal research; 

2. Penelitian hukum sosiologis; 

3. Penelitian sosio legal (sosio legal research). 

Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum 

yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. 

Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari beberapa aspek yaitu 

penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang 

menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Bekerjanya 

hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari beberapa aspek yaitu: pembentukan 

hukum dalam prespektif sosiologis, nilai-nilai keadilan dalam penerapan hukum 

di masyarakat sejarah hukum, penelitian hukum yang responsif, permasalahan 

hukum dalam masyarakat, efektifitas pelaksanaan aturan hukum, kemanfaatan

                                                             
68 Salim HS san Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis 

dan Disertasi, (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2013), 20. 
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hukum dalam masyarakat, kepatuhan atau ketaatan masyarakat, aparat, lembaga 

hukum terhadap hukum, peranan lembaga atau institusi hukum terhadap hukum, 

penegakan hukum (law enforcement), implementasi atau pelaksanaan aturan 

hukum di masyarakat atau lembaga hukum, pengaruh aturan hukum terhadap 

masalah sosial tertentu, pengaruh masalah sosial tertentu terhadap hukum, hukum 

agama yanghidup dan berkembang dalam masyarakat, hukum kebiasaan dan 

hukum adat, dan lain-lain69 

Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang 

berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana 

bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini 

meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian 

hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat 

dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di 

dalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah.  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris berbeda 

dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif. 

Pendekatan-pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris, 

meliputi:70 

1. Pendekatan sosiologis; 

2. Pendekatan antropologis; 

3. Pendekatan psikologi hukum. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dilakukan peneliti adalah di Kota Palu. Penulis 

memilih lokasi di Kota Palu karena lokasi tersebut merupakan daerah tempat 

                                                             

69 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 81. 

70 Ibid, 87. 
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tinggal penulis sehingga lebih mudah memperoleh informasi terkait penelitian 

yang akan dilakukan. 

C. Kehadiran Peneliti 

Demi keabsahan dan keakuratan data yang akan diperoleh, maka penulis 

harus berada di lokasi secara langsung untuk meneliti, mengamati mengumpulkan 

sumber-sumber atau data yang akan digunakan dalam meneliti. 

Kehadiran penulis bertindak sebagai instrumen sekaligus mengumpul data. 

S. Margono mengemukakan bahwa kehadiran peneliti dilokasi selaku instrument 

utama, dalam mengumpulkan data.71 Dalam melakukan penelitian penulis harus 

bersifat aktif dalam melakukan pengamatan dan mencari informasi melalui 

informan dan narasumber yang berkompeten dengan objek yang sedang diteliti. 

Para informan yang akan diwawancarai penulis diupayakan mengetahui 

keberadaan penulis sehingga informasi yang diberikan benar-benar valid. 

 Penelitian ini dilakukan secara resmi dan mendapatkan surat mandat dari 

lembaga (UIN Palu), sehingga penelitian ini diketahui oleh informan di lokasi 

penelitian. Hal ini dimaksudkan agar penulis dapat bekerja sama dengan informan 

yang mempunyai kaitan erat dengan apa yang diteliti dengan apa yang diteliti, 

sehingga hambatan-hambatan yang diketahui selama penelitian dapat 

terselesaikan. 

Sepanjang kegiatan penelitian penulis hadir sebagai partisipan penuh tanpa 

diwakili oleh siapapun dari pihak lain. Semua pekerjaan penelitian penulis 

lakukan atau dikerjakan sendiri secara langsung pada objek dan masalah yang 

menjadi sasaran penelitian. Penulis harus menjadi partisipan yang aktif karna 

penulis sendiri langsung mengamati, mencari informasi atau narasumber serta 

menganalisa setiap hal yang mempengaruhi objek penelitian. 

                                                             

71 S. Margono, Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Aneka Putra Cipta, 2002), 38. 
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D. Data dan Sumber Data 

Menurut Suharsini Arsikunto “sumber data dalam penelitian adalah 

subyek darimana data diperoleh.”72 Aktifitas penulis tidak akan lepas dari 

keberadaan data yang merupakan bahan baku informasi untuk memberikan 

gambaran spesifik mengenai aspek penelitian. Data adalah fakta empiris yang 

dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau 

menjawab pertanyaan oleh penelitian. Data penelitian yang didapat dari berbagai 

sumber yang dikumpulkan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan 

berlangsung.73 

1. Jenis Data 

Menurut Burhan Bungin “ada dua jenis sumber data yang biasanya 

digunakan dalam penelitian sosial yaitu sumber data primer dan sumber data 

sekunder.74 Kedua sumber data primer dan sekunder akan dijelaskan  sebagai 

berikut: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang di peroleh langsung lewat pengamatan, wawancara 

maupun informan yang di pilih sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut Husein 

Umar, “Data Primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, baik 

individu maupun perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian 

quisioner yang biasa dilakukan oleh penulis.”75 

                                                             

72 Suharsini Arsikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Peraktek, (Cet; XII, 

Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 107. 

73 Trianto, Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan 

Tenaga Kependidikan  (Cet; I, Jakarta: Kencana, 2010), 129. 

74 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Social, Format-Format Kualitatif dan 

Kuantitatif (Cet; I, Surabaya: Air Langga University Pers, 2010), 129. 

75 Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tafsir Bisnis, (Cet.IV;Jakarta:PT 

Raja Grafindo, 2000), 42. 
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b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui library research atau 

penelitian kepustakaan, dengan ini peneliti berusaha menelusuri dan 

mengumpulkan bahan tersebut dari semua bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai sumber data primer, seperti Alquran dan Hadis peraturan perundang-

undangan (KHI), buku-buku, jurnal-jurnal dan literatur lain yang ada hubunganya 

dengan judul skripsi ini. 

2. Sumber Data 

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah pendapat dari para 

pengurus LDII Kota Palu, maupun warga LDII Kota Palu. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data merupakan hal yang 

utama untuk mendapatkan data yang akurat. Selain itu, tanpa metode 

pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar 

yang sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karnanya pada saat melakukan 

penelitian seseorang harus memperhatikan ilmu pengetahuan yang menjadi 

induknya.76 Dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti menggunakan metode 

pengumpulan data, sebagai berikut: 

1. Pengamatan 

Yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap 

objek yang diteliti dan pengamatan secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki. 

Dalam buku yang berjudul “metode research penelitian ilmiah”, S. Nasution 

                                                             

76 Ronny Hanintijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri  (Jakarta: 

Ghalia Indonesia, 1998),  9. 
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berpendapat “observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan 

manusia yang terjadi dalam kenyataan.”77 

Sedangkan menurut Sukardi, observasi adalah cara pengambilan data 

dengan menggunakan salah satu panca indra yaitu indra penglihatan sebagai alat 

bantu utamanya untuk melakukan pengamatan langsung, selain panca indra 

biasanya penulis menggunakan alat bantu lain sesuai dengan kondisi lapangan 

antara lain buku catatan, kamera dan sebagainya.78 

Dalam observasi ini, penulis menggunakan metode observasi langsung, 

yakni mengumpulkan data dengan cara mengamati langsung terhadap objek yang 

diteliti dan dibarengi dengan melakukan catatan secara sistematis untuk 

meghasilakan sebuah pengamatan yang objektif dan data yang akurat sesuai yang 

dibutuhkan. 

2. Wawancara 

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung 

antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk 

mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian 

hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi 

yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, 

narasumber atau informan. Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar 

pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti 

mendapatkan data yang dibutuhkan.79 

                                                             

77 N. Nasution, Metode Research Penelitian Ilmiah, (Cet: VII, Jakarta: Bumi Aksara, 

2004), 106. 

78 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2003),78. 

79 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 95. 
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Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Hasil 

wawancara akan ditentuan oleh kualitas dari beberapa faktor yang saling 

mempengaruhi dan berkaitan satu sama lainnya. Faktor-faktor tersebut, adalah 

pewawancara, responden, narasumber, informan, daftar pertanyaan, dan situasi 

wawancara.  

Oleh karena itu, dalam penelitian hukum empiris, wawancara sangat 

penting untuk mengetahui respon, tanggapan, presepsi, pengetahuan serta 

pemahaman responden dan informan terhadap pertanyaan dan permasalahan yang 

diteliti, sehingga dapat diperoleh jawaban yang sesuai dengan kebutuhan 

penelitian dan menjawab permasalahan yang diteliti. 

F. Analisis Pengolahan Data 

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, kemudian dipilih yang 

memiliki validitas yang baik, maka tahap selanjutnya adalah melakukan 

pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa, sehingga data dan bahan 

hukum tersebut secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahan peneliti 

melakukan analisis. Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan 

data belum memberikan makna apapun bagi tujuan penelitian. Oleh karena itu, 

tepat kiranya bahwa setelah pengumpulan data, peneliti kemudian melakukan 

pengolahan data.80 

Menurut Mukti Fajar MD dan Yulianto Achmad “analisis data merupakan 

kegiatan memberikan telaahan, yang dapat berarti menentang, mengkritik, 

mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat 

suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan 

                                                             

80 Ibid, 103. 
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teori yang telah dikuasainya.”81 Salah satu tahap yang paling penting dalam 

penelitian adalah menganalisis data yang telah diperoleh. Analisis data yang 

umum digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah analisis secara 

deskriptif. Berikut beberapa teknik analisis datanya: 

1. Reduksi Data 

Penulis merangkum beberapa data yang diperoleh dari lapangan, kemudia 

mengambil beberapa data yang mewakili untuk di masukan dalam pembahasan 

ini. 

2. Penyajian Data 

Yaitu setelah jumlah data dikumpulkan dengan mengambil beberapa data 

dari jumlah keseluruhan data yang tersedia, selanjutnya adalah menyajikan 

kedalam inti pembahasan yang di jabarkan pada hasil penelitian lapangan. 

3. Verivikasi Data 

Yaitu sejumlah data dan keterangan yang masuk dalam pembahasan 

skripsi ini akan diseleksi kebenaran dan validitasnya sehingga data yang masuk 

dalam pembahasan ini adalah data otentik dan tidak diragukan keabsahanya. 

G. Pengecekan Keabsahan Data 

Pengabsahan data atau biasa disebut dengan triangulasi adalah teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan teknik pengumpulan data dan 

sumber yang telah ada.82 

Pengecekan keabsahan data juga dimaksudkan agar tidak terjadi keraguan 

terhadap data yang di peroleh baik itu dari penulis sendiri maupun para pembaca 

sehingga dikemudian hari nantinya tidak ada yang dirugikan terutama penulis 

                                                             

81 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan 

Penelitian Hukum Empiris, (Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 182. 

82 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Cet; VI, Bandung: CV. Alfabeta, 2010), 83 
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yang meluangkan waktunya dan mencurahkan segenap tenaganya untuk 

menyusun karya ilmiah ini. 

Pengecekan keabsahan data di terapkan dalam penelitian ini agar data 

yang di peroleh terjamin validitasnya dan kredibilitasnya, dalam hal ini penulis 

mengadakan tinjauan kembali, apakah fakta sebagai analisis dari seluruh data 

yang diperoleh memang benar-benar terjadi disuatu lokasi tempat diadakanya 

penelitian, yaitu Kota Palu. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Di Kota Palu 

1. Sejarah Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kota Palu 

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) merupakan organisasi sosial 

kemasyarakatan bergerak dalam studi dan penelitian tentang Quran dan Hadis. 

Sesuai dengan visi misi, tugas pokok dan fungsinya LDII mempunyai tujuan 

untuk meningkatkan harkat dan martabat kehidupan masyarkat, bangsa dan 

bernegara serta turut dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang 

berlandaskan keimanan serta ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam 

segi dakwah agama Islam LDII berpedoman pada Al-Qur’an dan Sunnah demi 

terwujudnya penghayatan beragama dan kesejahtraan masyarakat yang 

berpedoman pada nilai-nilai pancasila. 

Awalnya organisasi ini bernama YAKARI, singkatan dari Yayasan 

Karyawan Islam yang ditubuhkan pada 3 Januari 1972. Pada Musyawarah Besar 

(Mubes) tahun 1981 namanya diganti menjadi Lembaga Karyawan Islam 

(LEMKARI), kemudian pada mubes tahun 1990, atas arahan Bapak Sudarmono, 

selaku Wakil Presiden dan Bapak Jenderal Rudini sebagai Mendagri pada saat itu, 

serta masukan pada sidang komisi maupun sidang paripurna dalam Musyawarah 

Besar IV LEMKARI. Dalam keputusan MUBES IV LEMKARI No. VI/MUBES-

IV/LEMKARI/1990, pada pasal 3 mengubah nama organisasi dari Lembaga 

Karyawan Islam yang disingkat LEMKARI yang sama dengan akronim 

LEMKARI (Lembaga Karate-Do Indonesia), diubah menjadi Lembaga Dakwah 

Islam Indonesia, yang disingkat LDII.83 

                                                             
83 Malay Wiki, Sejarah Berdirinya LDII Lembaga Dakwah Islam Indonesia, 

https://malay.wiki/content/Lembaga_Dakwah_Islam_Indonesia/Sejarah%20Berdirinya%20LDII.ht

ml 
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Pergantian nama dari LEMKARI ke LDII bukanlah bersifat politis 

ataupun karena isu Islam Jama’ah yang dikatakan oleh masyarakat pada 

umumnya. Mengenai isu Islam Jama’ah tersebut dikarenakan Islam itu harus 

berjamaah dan jama’ah merupakan sebuah rahmat yang diberikan oleh Allah 

Swt.84 

Masuknya Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kota Palu yaitu 

pada tahun 1979, yang pada saat itu masih bernama Yayasan Karyawan Islam 

(YAKARI).85 LDII masuk di Kota Palu di prakarsai oleh dua tokoh yaitu bapak 

Azimatul Khoir dan Ir. Amirul Ikhsan. Bapak Azimatul Khoir merupakan seorang 

karyawan di PT Nindya Karya dan sekaligus seorang mubaligh. Sementara itu 

bapak Ir. Amirul Ikhsan merupakan seorang dosen di Universitas Tadulako Palu 

sekaligus pejabat Dinas Tanaman Pangan/Pertanian yang melalui metode 

dakwahnya ia mengajak para mahasiswanya untuk ikut mengaji, mendalami Islam 

sehingga terjadi pembauran, asimilasi dari masyarakat-masyarakat setempat, 

hingga banyaknya simpatisan yang ikut bergabung ke LDII. Dari usaha kedua 

tokoh inilah sehingga LDII di Kota Palu berkembang sampai saat ini.86  

LDII pertama kali masuk di Kota Palu mengalami banyak hambatan 

dikarenakan isu-isu yang berkembang di masyarakat  bahwa LEMKARI/LDII itu 

berasal dari Darul Hadits maupun Islam Jama’ah. Warga LDII berpandangan 

bahwa Islam itu harus berjama’ah, bukan Islam Jama’ah yang dipermasalahan 

oleh pemerintah dan masyarakat yang disebut sering gonta-ganti istri, shalat 

telanjang, bahkan mencuci tempat duduk orang diluar LDII ketika bertamu. 

                                                             

84 Wawancara dengan Pak Sahar, Mantan Ketua DPW LDII Sul-Teng, Hari/Tanggal: 

Selasa, 22 Maret 2022, Pukul 14.50 WIB. 

85 Wawancara dengan H. Imam Sutarto, Selaku Ketua DPD LDII, Hari/Tanggal: Jum’at, 

13 Mei 2022, Pukul 16.30 WIB. 

86 Ibid., Hari/Tanggal: Jum’at, 13 Mei 2022, Pukul 16.30 WIB. 
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Sehingga dari isu-isu tersebut menimbulkan fitnah kepada warga LDII. Akan 

tetapi bagi warga LDII terjadinya fitnah kepada mereka merupakan hal yang biasa 

dikarenakan warga LDII menganggap jika mengerti sejarah perjuangan dakwah 

Nabi Saw. mereka belum seberapa dibanding perjuangan Nabi Saw. kendatipun 

mengalami fitnah karena ajaran Islam yang beliau bawa.87 

Perjalanan LDII hingga saat ini mempunyai sejarah yang panjang dan 

tidak sedikit hambatan yang di dapatkan dalam perkembangannya, banyak 

masyarakat yang menganggap LDII merupakan aliran sesat dan mempunyai 

kaitan dengan Islam Jama’ah yang telah dibubarkan oleh pemerintah Indonesia. 

Begitupun di Kota Palu LDII awalnya kurang mendapat respon dari masyarakat 

dikarenakan isu-isu yang seperti diatas. Namun untuk membuktikan isu tersebut 

tidak benar dan merupakan sebuah fitnah maka pihak LDII yang dipimpin oleh 

bapak Sahar Mahunju pada saat itu mengundang perawakilan Departemen Agama 

dan tokoh-tokoh Agama setempat untuk melakukan kajian Kitab hadis Kutubus 

Sittah agar menepis isu-isu kontroversial LDII. Dari hal tersebut akhirnya 

tuduhan-tuduhan terhadap LDII sudah mulai berkurang, sehingga lambat laun isu-

isu tersebut mulai hilang dari masyarakat dan LDII bisa diterima di Kota Palu.  

Hingga saat ini LDII terus menjalin silaturahmi dengan para ormas-ormas 

Islam yang ada di Kota Palu seperti Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyyah, Al-

Khairaat dan ormas Islam lainnya.88 Dalam perjalanannya hingga saat ini LDII 

telah melewati banyak hambatan baik dari segi dakwah maupun segi sosial 

masyarakat akan tetapi hambatan-hambatan tersebut bisa terselesaikan dengan 

baik. Hingga saat ini LDII selalu terbuka dengan masyarkat, menjalin hubungan 

                                                             

87 Wawancara dengan bapak Sahar Mahunju, Mantan Ketua DPW LDII Sul-Teng, 

Hari/Tanggal: Selasa, 22 Maret 2022, Pukul 14.50 WIB. 

88 Ibid. 
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yang baik dan selalu ikut berkontribusi di lingkungan masyarakat Kota Palu 

dengan pedoman Budi Luhur.89 

Namun perlu kita ketahui bersama berdasarkan fakta dan perjalanan 

sejarah LDII, pada tahun 1971 melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

menyatakan bahwa LDII merupakan ormas Islam yang sesat dan merupakan 

penerus dari Islam Jama’ah/Darul Hadits dengan ajaran-ajarannya yang 

menganggap umat Islam selain mereka adalah golongan ahli neraka. Hal tersebut 

dibuktikan dengan banyaknya literatur-literatur yang beredar dikalangan 

masyarakat serta kesaksian para mantan warga LDII pada saat itu.  Namun saat ini 

LDII telah berubah dan telah meninggalkan serta mengubur kesalahan-kesalahan 

masa lalunya, hal tersebut berdasarkan pada Tausiyah Dewan Pimpinan Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) terhadap pelaksanaan paradigma baru LDII tahun 2021 

yang dalam salah satu pointnya menyatakan bahwa LDII bukan sebagai penerus 

Islam Jama’ah dan LDII bersedia dibina oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

serta dengan jujur, sungguh-sungguh, konsisten dan murni dalam menjalankan 

Paradigma Baru. 

LDII di Kota Palu termasuk dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah 

(DPD), untuk Pimpinan Cabangnya saat ini berjumlah 8 PC, dan Pimpinan Anak 

Cabang berjumlah 11 PAC. Setiap PC maupun PAC terdapat masjid maupun 

musholah, yang saat ini apabila dijumlahkan sekitar 18 masjid/musholah LDII 

yang ada di Kota Palu. Kemudian untuk warga serta simpatisan LDII di Kota Palu 

saat ini berkisar 7.227 orang yang tergabung di DPD, PC, dan PAC. Dalam hal ini 

perkembangan LDII  tentunya bersifat dinamis melalui perkembangan dari dalam 

                                                             

89 Ibid. 
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yaitu melaui proses perkawinan dan kelahiran serta perkembangan dari luar 

melalui proses dakwah.90 

2. Struktur Kepengurusan LDII Kota Palu 

Dalam struktur organisasi tingkat kepengurusan LDII terdiri dari beberapa 

tingkatan mulai dari pusat hingga cabang, hal ini terdapat dalam Pasal 16 

Anggaran Dasar LDII sebagai berikut: 

a. Pada kepengurusan LDII tingkat pusat berlokasi di Jakarta, selanjutnya 

disebut Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dengan jumlah 1; 

b. Pada kepengurusan LDII tingkat provinsi, selanjutnya disebut Dewan 

Pimpinan Wilayah Provinsi (DPW) dengan jumlah 34; 

c. Pada kepengurusan di tingkat Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Dewan 

Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (DPD) dengan jumlah 514; 

d. Pada kepengurusan di tingkat Kecamatan/Subdistrik, selanjutnya disebut 

Pimpinan Cabang (PC) dengan jumlah 7.094; 

e. Pada kepengurusan di tingkat Desa/Kelurahan, selanjutnya disebut 

Pimpinan Anak Cabang (PAC) dengan jumlah 83.447.91 

Dari gambaran susunan kepengurusan tersebut, dapat dijabarkan mengenai 

susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kota Palu, yang mana 

sebagai berikut:92 

I. DEWAN PENASEHAT 

a. Ketua   : Nurhadi 

                                                             

90 Ibid. 

91 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Dakwah_Islam_Indonesia, (diakses pada 

tanggal 19 Mei 2022). 

92 DPW LDII, Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah 

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPD LDII) Kota Palu Periode Tahun 2018-2023, (Senin, 23 

Mei 2022, Pukul 13.00). 
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b. Sekertaris  : Abdul Rohman 

c. Anggota  : Hi. Imam Suwandi 

II. PENGURUS HARIAN 

a. Ketua  : Drs. Hi. Imam Sutarto 

b. Wakil Ketua : Zulkifli Lasamai, S.T., M. Eng. 

c. Sekertaris  : Abid Hadyyin 

d. Wakil Sekertaris : Sugianto 

e. Bendahara  : Fatkhusani 

f. Wakil Bendahara : Heru Wardoyo 

III. BAGIAN-BAGIAN 

a. Bagian Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi 

Ketua : Andi Putra, S.Pd 

Anggota: Abdul Rahman Salim 

b. Bagian Pendidikan Agama dan Dakwah 

Ketua : Abdul Muflihun 

Anggota : Kusuma Aji 

c. Bagian Pendidikan Umum dan Pelatihan 

Ketua : Drs. Mustaqim 

Anggota : Hi. Farid Arta 

d. Bagian Pemuda, Kepanduan, Olahraga, dan Seni Budaya 

Ketua : M. Saleh, S.T 

Anggota : Muh Ridwan 

e. Bagian Hubungan Antar Lembaga 

Ketua : Yudi Rahman 

Anggota : Montazeri Al Bouroq 

f. Bagian Komunikasi, Informasi dan Media 
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Ketua : Edarto 

Anggota : Waslan Sodri 

g. Bagian Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat 

Ketua : Hamzah Aburaerah 

Anggota : Dimas Ageng Putra 

h. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Ketua : Idrus, SE 

Anggota : Dimas Ageng Putra 

i. Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga 

Ketua : Dra. Arlina, M.Pdi 

Anggota : Hj. Elvia, S.Pd., M.Pd 

3. Aktivitas-aktivitas LDII Kota Palu 

LDII di Kota Palu sejak awal berdirinya memfokuskan pada studi Al-

Quran dan Hadis secara sistematis, rutin mengkaji quran hadis. LDII merupakan 

organisasi Islam yang memiliki banyak aktivitas, mulai dari dakwah, pendidikan 

sampai dalam lingkup sosial. Berikut beberapa aktivitas-aktivitas LDII di Kota 

Palu. 

a. Bidang Dakwah 

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) merupakan organisasi Islam 

yang sejak dahulunya selalu berfokus pada bidang dakwah. Dalam bidang dakwah 

warga LDII rutin mengkaji Al-Qur’an dan Hadits, serta pengajian-pengajian di 

tiap-tiap tingkatan PC dan PAC masing-masing. Mulai dari pengajian cabe rawit, 

pengajian muda-mudi, pengajian ibu-ibu, sampai pengajian umum. Dalam 

pengajian umum tersebut terbuka secara umum bagi orang-orang diluar warga 

LDII, hal ini bertujuan untuk kepentingan dakwah dan juga untuk membangun 

silaturahmi kepada masyarakat-masyarakat sekitar.  
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b. Pendidikan 

Tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai 

amanat undang-undang, hal ini menjadi salah satu kontribusi warga LDII bagi 

negara dengan membentuk karakter para generasi muda melalui pendidikan yang 

bermutu. Dalam aktivitas pendidikan saat ini LDII telah mendirikan yayasan 

pendidikan di Kota Palu mulai dari jenjang Paud, TK, SD, SMP sampai SMA.  

Pendidikan di LDII dimulai jenjang anak-anak SD yang disebut kelas cabe 

rawit, kemudian pada jenjang SMP disebut kelas pra remaja, jenjang SMA disebut 

kelas remaja, dan jenjang mahasiswa keatas disebut kelas lanjutan atau pra nikah. 

Dan tiap-tiap jenjang kelas tersebut punya pengajiannya masing-masing yang 

dilaksanakan 3 kali seminggu. 

c. Pembinaan Generus (Generasi Penerus) 

Generasi Penerus atau disebut Generus adalah salah satu program 

pendidikan yang ada pada LDII, guna menciptakan generasi-generasi emas 

Indonesia dengan tujuan akan membangun Indonesia kearah yang lebih baik. 

Dalam pembinaan Generus terdapat Tri Sukses Generasi Penerus yang meliputi 3 

aspek pertama keilmuwan dan kefahaman agama, dalam hal ini diharapkan 

generasi-generasi muda memiliki ilmu dan kepahaman agama secara mumpuni 

dan menjadikan anak muda dapat mengerti dan memahami kedudukan dirinya 

sebagai hamba Allah Swt. Kemudian aspek yang kedua yaitu akhlaqul karimah, 

dalam hal ini LDII membina generasi muda yang memiliki karakter, sopan santun, 

tata krama dan budi pekerti yang luhur yang menjadi ciri khas bangsa Indonesiam, 

serta dapat mengamalkan nilai-nilai pancasila. Kemudian aspek yang ketiga yaitu 
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kemandirian, yang dimana LDII berkomitmen menumbuhkembangkan generasi 

yang dapat hidup secara mandiri, tidak mudah bergantung pada orang lain.93 

d. Kegiatan sosial 

Salah satu aktivitas LDII Kota Palu dalam kegiatan sosial adalah 

penghijauan dan kebersihan lingkungan, adapun kegiatan kebersihan lingkungan 

merupakan kegiatan rutin tiap minggunya. Kegiatan tersebut rutin dilaksanakan 

pada hari sabtu pagi dilingkungan masing-masing.94 

e. Olahraga  

Aktvitas dalam bidang olahraga LDII Kota Palu diantaranya 

menyelenggarakan bela diri Pencak Silat Persinas ASAD (Ampuh, Sehat, 

Amanah, Damai) yang sudah tergabung menjadi anggota IPSI (Ikatan Pencak 

Silat Indonesia) dan telah mengikuti banyak turnamen-turnamen Nasional. LDII 

Kota Palu juga selalu mengadakan kompetisi-kompetisi pada hari-hari besar, 

seperti hari kemerdekaan, hari raya Idul Adha dan lain-lain. Kompetisi-kompetisi 

yang diadakan yaitu seperti sepak bola, futsal dan sebagainya. Hal ini bertujuan 

agar para pemuda LDII sehat jasmani dan rohani serta menjalin kerukunan, 

kekompakan dan kerjasama yang baik.95 

B. Kafaah Dalam Perkawinan Warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia Di 

Kota Palu 

1. Perkawinan Menurut Warga LDII 

Perkawinan atau pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat untuk 

menjalankan perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan sebuah ibadah untuk 

                                                             

93 Generasi Indonesia, Tri Sukses Generus LDII Dukung Pencapaian Program Generasi 

Emas Indonesia 2045, diakses pada tanggal 5 Juni 2022, pukul 21.35. 

94 Wawancara dengan H. Imam Sutarto, Selaku Ketua DPD LDII, Hari/Tanggal: Jum’at, 

13 Mei 2022, Pukul 16.30 WIB. 

95 Ibid. 
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mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Perkawinan 

merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai 

suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa.96 Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, 

terdapat beberapa makna perkawinan menurut warga LDII. 

Menurut Bapak Fery selaku warga LDII pernikahan adalah suatu jalan 

untuk membina cinta. 

“Pernikahan itu menurut saya seperti yang tercantum dalam Al-Qur’an 

yaitu suatu jalan untuk membina dua cinta dari dua insan dengan jalan 

yang halal yang Allah ridhai, dan sejelek-jeleknya jalan adalah zina. 

Dan pernikahan itu harus diatur secara agama dan juga diatur oleh 

Negara.”97 

Hal tersebut sesuai dengan makna perkawinan yang diatur dalam undang-

undang di Indonesia, yaitu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang 

perempuan, yang mana perkawinan itu sah apabila telah memenuhi syarat-syarat 

yang berlaku. 

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Adi Suryanto selaku Bidang 

Pendidikan Generus: 

“Menurut saya pernikahan adalah sunnah rasul dan kita sebagai orang 

Islam otomatis harus menegakan sunnah Rasulullah Saw. yaitu dengan 

menikah. Dan Rasul juga berpesan menikah itu sangat banyak 

manfaatnya salah satunya yaitu memperoleh keturunan dan juga 

menjaga keimanan.”98 

Pernikahan adalah salah satu sunnah rasul, sebagai umat Islam kita harus 

menjalankan Sunnah Rasulullah Saw. Dengan menikah manusia akan 

mendapatkan manfaat yaitu dengan memperoleh keturunan, sehingga keturunan 

                                                             

96 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1. 

97 Wawancara dengan Bapak Fery, Selaku Warga LDII Kota Palu, Hari/Tanggal: Jumat, 4 

Maret 2022, Pukul 08.55 WIB. 

98 Wawancara dengan Bapak Adi Suryanto, Selaku Biro Pendidikan GENERUS, 

Hari/Tanggal: Rabu, 16 Maret 2022, Pukul 09.00 WIB. 
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tersebut bisa menjadi pejuang Agama serta dapat menjaga keimanan agar lebih 

terjaga ketika telah memperoleh pasangan.  

Dari data yang telah dipaparkan diatas dapat dipahami bahwa menurut 

pemahaman warga LDII perkawinan itu adalah ketentuan Allah dan merupakan 

Sunnah Rasulullah Saw. kepada manusia antara seorang laki-laki dan seorang 

perempuan dengan membentuk ikatan melalui pernikahan agar dapat memperoleh 

keturunan dan menjaga keimanan sesuai syarat agama dan Negara. 

2. Syarat Perkawinan Menurut Warga LDII 

Sebagaimana yang kita ketahui di negara kita tidak semua laki-laki dan 

perempuan dapat melangsungkan perkawinan, yang dapat melangsungkan 

perkawinan adalah mereka-mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah 

di tentukan oleh agama maupun peraturan Negara. Adapun dalam warga LDII 

dalam melangsungkan perkawinan sama halnya seperti masyarakat muslim pada 

umumnya, yang dimana syarat-syarat perkawinan yang digunakan adalah merujuk 

pada hukum Islam dan menurut UU perkawinan yang berlaku yaitu UU No. 1 

Tahun 1974. Berikut penjelasan mengenai syarat dalam perkawinan LDII. 

Menurut bapak Nurhadi selaku pengurus bidang dakwah mengatakan 

dalam LDII tidak terdapat syarat khusus dalam perkawinan. 

“Jadi kami selaku warga LDII mengikuti semua aturan pemerintah, 

menikahnya di KUA dengan aturan-aturan yang berlaku, tidak ada 

syarat-syarat khusus dari LDII dalam melaksanakan pernikahan.”99 

Kemudian menurut pendapat bapak Chairil dalam hal syarat pernikahan 

sebagai berikut: 

“Kalau kita dalam LDII karena rutin mengkaji Qur’an Hadis, sehingga 

segala sesuatu itu kami mengikuti dalil-dalil dari Qur’an maupun 

                                                             

99 Wawancara dengan Bapak Nurhadi Yunus, Selaku Pengurus Bidang Dakwah, 

Hari/Tanggal: Senin, 7 Maret 2022, Pukul 08.20 WIB. 
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Hadis. Tentunya dalam hal syarat yang paling penting adalah masalah 

agamanya.”100 

Hal serupa juga di katakan oleh bapak Okta selaku Biro Dakwah adalah 

sebagai berikut: 

“Kalau soal pernikahan syaratnya umum sama seperti organisasi Islam 

lainnya NU maupun Muhammadiyyah, yaitu terlaksananya syarat 

maupun rukun nikah seperti calon mempelai, saksi, wali, serta ijab 

qabul. Tidak berbeda dengan organisasi lainnya lah.”101 

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa syarat dalam 

perkawinan LDII merujuk pada hukum Islam dan peraturan UU perkawinan, tidak 

ada syarat khusus yang dibebankan bagi warga LDII dalam melangsungkan 

perkawinan. Hal ini sama seperti masyarakat muslim pada umumnya maupun 

ormas-ormas Islam lainnya yaitu terpenuhinya syarat formil maupun materil, serta 

terlaksananya rukun perkawinan. 

3.  Kafaah Dalam Perkawinan LDII 

Kafaah atau sekufu berarti sama dan setara, dalam istilah fikih “sejodoh” 

disebut “kafaah”, artinya ialah sama, serupa, seimbang, atau serasi. Menurut Abd. 

Rahman Ghazali, kafa’ah atau kufu, menurut bahasa, artinya “setara, seimbang, 

atau keserasian/kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding.”102 

Menurut istilah hukum Islam, kafa’ah yaitu keseimbangan dan keserasian 

antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa 

berat untuk melangsungkan perkawinan. Atau laki-laki sebanding dengan calon 

istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat 

dalam akhlak serta kekayaan. 

                                                             

100 Wawancara dengan Bapak Chairil Anwar Syam, Wakil Ketua LDII, Hari/Tanggal: 

Senin, 7 Maret 2022, Pukul 16.40 WIB. 

101 Wawancara dengan Bapak Okta Rostov, Selaku Pengurus Bidang Dakwah, 

Hari/Tanggal: Rabu, 9 Maret 2022, Pukul 16.00 WIB. 

102 Armia dan Iwan Nasution, Pedoman Lengkap Fiqih Munakahat, 58. 
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Kesetaraan atau kafaah merupakan suatu hal penting dalam 

melangsungkan suatu pernikahan, sehingga praktek kafaah harus diterapkan oleh 

setiap umat muslim agar kelangsungan dalam rumah tangga dapat berjalan dengan 

baik. Melihat pentingnya praktik kafa’ah, di beberapa organisasi Islam 

mempunyai praktik tersendiri ketika akan melangsungkan pernikahan, misalnya 

seperti organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). LDII berpandangan 

bahwa kafaah atau sekufu adalah se-organisasi atau sesama warga LDII, karena 

apabila sesama warga LDII sudah pasti akan terjaga agamanya.  

Dalam wawancara yang penulis lakukan mengenai kafa’ah, LDII 

menggunakan dasar hukum yang terdapat dalam Al-Qur’an surah Ar-Rum ayat 21 

dan Hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. 

QS. Ar-Rum [30] : 21; 

نۡ أنَفسُِكُمۡ أزَۡوََٰ  تِهَِۦٰٓ أنَۡ خَلَقَ لكَمُ م ِ ا  إِ ل ِتَ  جٗاوَمِنۡ ءَايََٰ وَدَّةٗ لَيۡهَا وَجَعلََ بيَۡنَسۡكنُوَُٰٓ كُم مَّ

تٖ ل ِقوَۡمٖ يتَفََكَّرُو لِكَ لََٰۡٓيََٰ  إِنَّ فيِ ذََٰ
 ٢١نَ  وَرَحۡمَة ْۚ

Terjemahnya: 

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih 
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”103 

Hadis Nabi Saw.; 

أةَُ  ِ  صَلَّى اللهُ عَليَ هِ وَسَلَّمَ قاَلَ تنُ كَحُ ال مَر  عَن  أبَيِ  هرَُي رَةَ رَضِيَ اللهُ عَن هُ عَنِ النَّبيِ

بعٍَ لِمَالِ  نِ ترَِبتَ  يَداَكَ .  متفق لَِرَ  هَا وَلِحَسَبِهَا وَجَماَ لِهَا وَلِدِي نِهَا فاَظ فرَ  بِذاَتِ الدِ ي 

 عليه

Artinya: 

“Wanita itu dikawini karena empat hal: karena hartanya, karena 
keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, maka 
nikahilah yang beragama, semoga akan selamatlah hidupmu.”104 

                                                             

103 Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya. 

104 Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, 530. 
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Hal tersebut diatas diungkapkan oleh Bapak sahar bahwasannya 

Rasulullah Saw. telah memberikan kriteria seperti diatas. 

“Dari hadis diatas jelas bahwasannya Rasulullah Saw. menganjurkan 

ketika kita memilih pasangan lihatlah hartanya, nasab keturunannya, 

kecantikannya serta agamanya. Tetapi di dalam LDII kami tidak 

mewajibkan melihat dari sisi tiga hal tersebut, kami lebih melihat dari 

sisi agamanya. Karena yang paling penting dan diutamakan adalah 

agamanya, jangan sampai tiga hal tersebut terpenuhi tetapi kepahaman 

agamnya tidak baik, yah untuk apa.”105 

Namun menurut pendapat Bapak Adi Suryanto bahwasannya se-kufu 

dalam LDII cenderung dianjurkan sesama warga LDII. 

“Islam ini kan mempunyai organisasi yang banyak, dan semuanya pasti 

berpedoman pada Al-Qur’an dan Hadis, namun dalam hal ini pasti 

mempunyai pandangan yang agak berbeda. Sehingga kami di LDII 

berpandangan bahwa untuk masalah se-kufu ini jikalau bisa sesama 

yah kenapa tidak. Akan tetapi tidak ada larangan, namun lebih 

dianjurkan untuk sesama warga LDII.”106 

  ِ أةَُ عَن  أبَيِ  هرَُي رَةَ رَضِيَ اللهُ عَن هُ عَنِ النَّبيِ  صَلَّى اللهُ عَليَ هِ وَسَلَّمَ قاَلَ تنُ كَحُ ال مَر 

نِ ترَِبتَ  يَداَكَ .  متفق  بعٍَ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَماَ لِهَا وَلِدِي نِهَا فاَظ فرَ  بِذاَتِ الدِ ي  لَِرَ 

 عليه

Artinya: 

“Wanita itu dikawini karena empat hal: karena hartanya, karena 
keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, maka 
nikahilah yang beragama, semoga akan selamatlah hidupmu.”107 

Dari Hadis Nabi Saw. diatas LDII menetapkan kriteria se-kufu dalam 

mencari pasangan yaitu berdasarkan empat hal, diantaranya yang paling utama 

adalah agamanya, kemudian hartanya, kecantikannya, dan nasab keturunannya. 

Berikut penjelasan kriteria tersebut: 

 

                                                             

105 Wawancara dengan bapak Sahar Mahunju, Mantan Ketua DPW LDII Sul-Teng, 

Hari/Tanggal: Selasa, 22 Maret 2022, Pukul 14.50 WIB. 

106 Wawancara dengan Bapak Adi Suryanto, Selaku Biro Pendidikan GENERUS, 

Hari/Tanggal: Rabu, 16 Maret 2022, Pukul 09.00 WIB. 

107 Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, 530. 
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a. Agama 

Dalam Islam kita diwajibkan untuk memilih pasangan hidup yang se-

aqidah, yaitu beragama Islam begitupun LDII. Hal ini dikarenakan bahwa agama 

adalah sendi pokok kehidupan apalagi dalam membangun bahtera rumah tangga, 

sehingga terwujudnya keluarga yang harmonis. Dalam hal makna se-agama juga 

merujuk pada manhaj LDII dan hal ini juga merupakan anjuran memilih pasangan 

se-organisasi dalam artian sesama warga LDII. 

LDII menganggap bahwa anjuran untuk menikah sesama warga LDII agar 

lebih mudah menyamakan frekuensi pemahaman keagamaan dalam aliran LDII, 

sehingga tidak perlu melakukan penyesuaian lagi agar terwujud pernikahan yang 

sakinah mawaddah warahmah.108 

b. Harta 

Mengutip Hadis Rasulullah diatas LDII Kota Palu tidak 

mempermasalahkan segi harta, karena LDII beranggapan bahwa harta hanyalah 

titipan Allah Swt. kepada hambanya. Harta merupakan bagian dari kafa’ah akan 

tetapi harta bukanlah hal yang penting dalam makna kafa’ah menurut LDII.  

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Okta dalam wawancara ia mengutip 

sebuah hadis nabi Saw.  

 الِ تمَِسوُا الغِنىَ فيِ النِ كَاحِ 

Artinya: 

“Carilah kaya (Hidup berkecukupan) dengan menikah.” (Diriwayatkan 

dari Ibnu Jarir) 

Kemudian ia menambahkan: 

                                                             

108 Wawancara dengan Bapak Chairil Anwar Syam, Wakil Ketua LDII, Hari/Tanggal: 

Senin, 7 Maret 2022, Pukul 16.40 WIB 
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“Harta itu sudah ada takaran, kita terlahir kedunia ini sudah ada 

jaminan rezeki dari Allah, dengan menikah kita yakin rezeki akan 

mengalir.”109  

c. Kecantikan 

Kecantikan merupakan salah satu ciri fisik seorang wanita, dalam LDII 

beranggaapan bahwa kecantikan merupakan bagian dari kafa’ah, kecantikan juga 

merupakan salah satu faktor keharmonisan rumah tangga akan tetapi LDII Kota 

Palu tidak mempermasalahkan dalam segi ini, bagi LDII makna dari kecantikan 

yang dimaksud adalah cantik hati, budi pekerti dan akhlaknya.110 

d. Nasab atau Golongan 

Nasab merupakan kekerabatan, keturunan, atau pertalian kekeluargaan 

berdasarkan hubungan darah. Dalam LDII nasab termasuk bagian dari kafa’ah, 

dalam hal ini LDII menganggap nasab yang dimaksud adalah laki-laki atau 

perempuan yang berasal dari keturunan orang baik-baik. Dalam hal kafa’ah atau 

se-kufu mereka lebih menitikberatkan nasab golongan. Hal yang dimaksud adalah 

se-golongan, se-organisasi atau sesama warga LDII. Seperti yang diungkapkan 

oleh bapak Nurhadi sebagai berikut: 

 “Kalau dalam hadis kan diterangkan bahwa orang arab untuk orang 

arab, orang quraisy untuk orang quraisy, jadi kalau menurut kami di 

LDII mengedepankan dan mengharuskan agar warga LDII menikah 

sesama warga LDII. Sehingga bisa tercipta kefahaman, keserasian, dan 

kelarasan dalam berumah tangga dan pasti akan harmonis. Organisasi 

Islam kan punya manhaj masing-masing seperti NU, Muhammadiyyah, 

Al-Khairat dan menurut kami mereka sama dalam hal ini. Kita 

membangun kesefahaman sehingga dalam rumah tangga terwujudlah 

kafa’ah nya, karena apabila beda kefahaman akan sulit.”111 

                                                             

109 Wawancara dengan Bapak Okta Rostov, Selaku Pengurus Bidang Dakwah, 

Hari/Tanggal: Rabu, 9 Maret 2022, Pukul 16.00 WIB 

110 Ibid. 

111 Wawancara dengan Bapak Nurhadi Yunus, Selaku Pengurus Bidang Dakwah, 

Hari/Tanggal: Senin, 7 Maret 2022, Pukul 08.20 WIB 
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Hal yang senada juga diungkapkan oleh bapak Chairil anwar bahwa tujuan 

adanya kafa’ah untuk menyamakan frekuensi keagamaan. 

“Dalam LDII Kafa’ah yang dimaksud tentunya harus beragama Islam, 

kemudian menganjurkan sesama warga LDII agar bisa dengan mudah 

untuk saling memahami dalam ibadah nantinya. Apabila menikah 

dengan yang tidak sepaham ditakutkan akan menimbulkan keretakan 

dalam rumah tangga dan sebagainya.”112  

Dalam fenomena sosial pernikahan melalui konsep kafa’ah warga LDII 

menghasilkan pencapaian yang sangat baik. Hal ini diungkapkan oleh Bapak 

Imam Sutarto bahwa warga LDII hingga saat ini belum pernah terjadi perceraian 

dalam rumah tangga. 

“Kehidupan dalam rumah tangga LDII relatif aman dan tenteram, 

salah satu indikatornya bahwa sampai saat ini warga LDII belum 

pernah terjadi masalah perceraian ataupun masalah-masalah rumah 

tangga seperti perselingkuhan dan sebagainya. Hal ini menunjukan 

kehidupan rumah tangga LDII terjaga dengan baik karena dari awal 

akidahnya sudah dibangun dengan matang dan juga merupakan hasil 

dari kafa’ahnya.”113 

Jadi, berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwasannya LDII Kota 

Palu dalam memahami suatu makna kafa’ah mempunyai pandangan berdasarkan 

ayat dan hadis-hadis yang telah disebutkan diatas. LDII Kota Palu berpendapat 

bahwa apabila hendak melangsungkan pernikahan agar memilih pasangan yang 

sepadan dan setara, tentunya kafa’ah yang dimaksud yaitu meliputi agama, harta, 

kecantikan dan nasab atau golongan. Akan tetapi LDII menganggap hal yang 

paling utama yaitu dalam segi agama kemudian segi nasab atau golongan yang 

dalam hal ini segolongan atau sealiran dengan mereka ialah sesama warga LDII.  

Kafa’ah ini bertujuan untuk membangun kefahaman dalam manhaj dan 

keselarasan dalam ibadah, karena warga LDII beranggapan dengan se-kufu dalam 

                                                             

112 Wawancara dengan Bapak Chairil Anwar Syam, Wakil Ketua LDII, Hari/Tanggal: 

Senin, 7 Maret 2022, Pukul 16.40 WIB. 

113 Wawancara dengan H. Imam Sutarto, Selaku Ketua DPD LDII, Hari/Tanggal: Jum’at, 

13 Mei 2022, Pukul 16.30 WIB. 
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hal golongan akan menjaga ajaran-ajaran serta kefahaman manhaj mereka. LDII 

khawatir apabila tidak sefaham maka akan timbul masalah-masalah yang tidak 

diinginkan seperti keretakan dalam rumah tangga dan sebagainya. Olehnya itu 

warga LDII sangat mengedepankan adanya kafa’ah dalam perkawinan mereka 

dan hasil dari kafa’ah yang LDII terapkan itulah sehingga pelanggaran dalam 

pernikahan ataupun perceraian dalam kehidupan keluarga warga LDII hampir 

tidak pernah terjadi. 

4. Pelaksanaan Perkawinan Warga LDII 

a. Proses Pencarian Jodoh 

Perjodohan ialah suatu jenis ikatan pernikahan dimana calon pengantin 

pria dan calon pengantin wanita dipilih oleh pihak ketiga dan bukan oleh satu 

sama lain. Pada dasarnya dalam agama Islam pemilihan jodoh tidak dilarang 

dalam syariat, Islam hanya menekankan bahwa hendaknya ketika seorang Muslim 

mencari istri haruslah yang shalihah dan baik agamanya, begitupula sebaliknya. 

Seiring berkembangnya zaman dalam mencari jodoh terkadang kaum 

muda lebih memilih jalan pacaran untuk mencari kecocokan dalam diri pasangan 

sebelum menuju kehidupan berkeluarga. Meskipun begitu, dalam syariat Islam 

hukum pacaran adalah haram dan tidak dibenarkan. Begitupun warga LDII Kota 

Palu yang sangat keras melarang para muda-mudinya untuk berpacaran, karena 

pacaran dalam ajaran LDII merupakan suatu pelanggaran yang sangat berat.  

Memilih pasangan hidup bukanlah suatu hal yang mudah, apalagi tanpa 

mengetahui lebih dulu bagaimana sifat maupun karakter seseorang, butuh 

pertimbangan yang matang agar dapat membentuk rumah tangga yang sesuai 

dengan ajaran Islam. LDII Kota Palu dalam proses pencarian jodohnya sama 

dengan masyarakat pada umumnya yaitu memilih mencari pasangannya sendiri 



62 
 

 
 

atau dengan jalan perjodohan. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Fery sebagai 

berikut: 

“Dalam LDII sangat keras dilarang untuk berpacaran sebelum 

menikah, olehnya itu apabila seseorang telah mencapai usia nikah, 

terkadang proses pencarian jodohnya melalui pertemuan-pertemuan 

antara si laki-laki dan perempuan, setelah dipertemukan beberapa kali 

dan kemudian ada tanda untuk sama-sama suka dan cocok maka akan 

diuruskan pernikahannya. Tidak ada paksaan dalam kedua belah 

pihak, karena dalam LDII juga bisa memilih pasangan sendiri.”114 

Proses pencarian jodoh warga LDII yaitu dengan memilih pasangan 

sendiri dan terkadang juga dengan jalan perjodohan, yang dimana jalan 

perjodohan ini dilakukan dalam pertemuan-pertemuan internal antar sesama 

warga LDII, dan yang perlu digaris bawahi yaitu tidak ada paksaan dari kedua 

belah pihak. 

Kemudian menurut tanggapan bapak Chairil Anwar bahwa proses 

pencarian jodoh sangat dianjurkan untuk sesama warga LDII. Akan tetapi boleh-

boleh saja memilih pasangan diluar LDII. 

“Di LDII dalam proses pencarian jodohnya sangat dianjurkan sesama 

warga LDII agar menyamakan frekuensi keagamaannya. Akan tetapi 

kalaupun jodohnya bukan sesama warga kita tidak bisa memaksakan 

hal itu, akan tetapi dengan syarat setelah menikah pasangan yang 

diluar warga LDII tersebut harus mulai mengaji di lingkungan 

LDII.”115 

Dalam pemilihan jodoh warga LDII sangat menganjurkan memilih 

pasangan sesama warga LDII guna menyamakan frekuensi kegamaan, agar bisa 

memiliki kesepahaman dalam beribadah. Memilih pasangan diluar warga LDII 

juga dibolehkan akan tetapi dengan syarat setelah menikah pasangan yang berasal 

dari luar LDII diwajibkan untuk ikut mengaji di lingkungan LDII. 

                                                             

114 Wawancara dengan Bapak Fery, Selaku Warga LDII Kota Palu, Hari/Tanggal: Jumat, 

4 Maret 2022, Pukul 08.55 WIB. 

115 Wawancara dengan Bapak Chairil Anwar Syam, Wakil Ketua LDII, Hari/Tanggal: 

Senin, 7 Maret 2022, Pukul 16.40 WIB. 
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Kemudian lebih lanjut dijelaskan oleh bapak Adi Suryanto bahwa di LDII 

itu punya tim pernikahan. 

“Jadi apabila si pihak laki-laki tidak berani langsung bertemu pihak 

wanita, maka langsung melapor ke tim pernikahan, maka tim 

pernikahan yang mengurus semuanya.”116 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak Okta Rostov bahwa dalam 

LDII terdapat hal yang unik soal pernikahan. 

“Jadi dalam LDII terdapat hal yang unik yaitu adanya tim pernikahan, 

yang tujuannya bagi anak-anak muda yang sudah siap menikah agar 

jangan sampai terjerumus ke dalam kemaksiatan, pelanggaran-

pelanggaran laki-laki dan perempuan, maka dibentuklah tim 

pernikahan.”117 

Kemudian dijelaskan lagi bahwa tim pernikahan punya dua tahap sebagai 

berikut: 

“Yang pertama: apabila si pemuda sudah siap ia langsung melapor ke 

tim penikahan, contohnya “saya suka dengan si fatimah dari PAC 

sana” dan kemudian si tim pernikahanlah yang datang ke orang tua 

wanita tersebut untuk minta izin melancarkan anaknya. Apabila sudah 

mendapat izin, kemudian dilanjutkan dengan ta’arufan.” Kemudian 

yang kedua: si tim pernikahanlah yang pro aktif, istilahnya jemput 

bola. Contohnya “si fulan ini sudah cukup umurnya dan sudah 

mapan, bagaimana dengan perempuan ini apakah sudah siap”, nah 

jadi seperti itu tim pernikahan pro aktif untuk mencari dan 

melancarkan pernikahan.”118 

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, diketahui bahwa dalam hal 

pernikahan LDII mempunyai hal yang unik yaitu adanya tim pernikahan. Tim 

pernikahan ini bertugas megurus masalah pernikahan dan masalah perjodohan 

bagi muda-mudi warga LDII. Tujuannya yaitu agar memudahkan warga LDII 

yang ingin mengurus masalah pernikahan mereka, dengan harapan agar pemuda-

                                                             

116 Wawancara dengan Bapak Adi Suryanto, Selaku Biro Pendidikan GENERUS, 

Hari/Tanggal: Rabu, 16 Maret 2022, Pukul 09.00 WIB. 

117 Wawancara dengan Bapak Okta Rostov, Selaku Pengurus Bidang Dakwah, 

Hari/Tanggal: Rabu, 9 Maret 2022, Pukul 16.00 WIB. 

118 Ibid. 
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pemudi warga LDII tidak terjerumus dalam kemaksiatan serta pelanggaran-

pelanggaran syariat Islam bagi laki-laki dan perempuan. Karena saat ini seiring 

dengan berkembangnya zaman banyak terjadi pelanggaran pra nikah apalagi 

dengan adanya budaya-budaya barat yaitu seperti pacaran dan sebagainya.  

b. Tata Cara Perkawinan Warga LDII  

Pelaksanaan perkawinan dalam warga LDII lagi-lagi terdapat keunikan 

yang dimana dalam praktiknya terdapat nikah dalam dan nikah luar. Praktik nikah 

seperti ini sepanjang pengetahuan penulis tidak terdapat dalam ormas-ormas Islam 

lainnya, dan hanya terdapat dalam Lembaga Dakwah Islam Indonesia dan sudah 

menjadi ciri khas mereka. Tentunya hal ini menimbulkan pertanyaan dikalangan 

masyarakat karena kalau kita melihat dalam ilmu fiqih sama sekali tidak 

tercantum praktik nikah seperti ini. Untuk menjawab hal tersebut agar dikalangan 

masyarakat tidak menimbulkan fitnah, maka penulis mencoba mengulas praktik 

nikah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). 

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan di LDII Kota Palu, terdapat 

tata cara dalam pernikahan yang merupakan ciri khas Lembaga Dakwah Islam 

Indonesia, yaitu sebagai berikut: 

1. Nikah Dalam 

Nikah dalam merupakan salah satu tata cara perkawinan atau tahap awal 

dalam pernikahan LDII, hal ini seperti yang diungkapkan oleh bapak Chairil 

Anwar bahwasannya nikah dalam itu adalah suatu bimbingan kepada warga yang 

akan melangsungkan perkawinan. 

“Yang disebut dengan nikah dalam yaitu ketika muda-mudi yang ingin 

dibimbing ketika ijab qabul agar supaya pengucapannya bisa lancar 

dan benar, maka ia meminta kepada mubaligh atau kepada pengurus 
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apa-apa saja yang ia lafalkan nanti ketika ijab qabul tersebut. Dan 

yang membimbing tersebut dari Imam warga LDII.”119 

Yang dimaksud nikah dalam adalah nikah yang dibimbing langsung oleh 

pengurus yaitu tim pernikahan, agar dalam pengucapan ijab qabulnya benar, dan 

yang memimpin pengucapan atau sebagai penghulunya tersebut adalah Imam atau 

Kiyai LDII.  

Lebih lanjut mengenai kontroversi nikah dalam LDII diungkapkan oleh 

Bapak Sahar bahwa nikah dalam ini sering dibuat dramatisir oleh orang-orang 

yang tidak senang terhadap LDII, menggangap nikah dalam ini hal yang tidak 

benar dan sebagainya. 

“Yang dimaksud nikah dalam ini adalah nikah interen dalam LDII, 

saya menikahkan anak saya kemudian saya membawanya ke KUA. Jadi 

setiap komunitas atau pondok dalam LDII itu punya kiyai, nah 

keiniginan kiyai itu sebelum dinikahkan di KUA ia punya jalan untuk 

menikahkan dan orang tuanya yang lebih afdhal menikahkan anaknya 

tersebut, maka dinikahkan dulu. Tapi untuk tidak menghilangkan hak 

pemerintah, maka kemudian ke KUA untuk mendapatkan buku nikah. 

Maka dalam hal ini saya berpendapat tidak ada salahnya, hanya saja 

orang-orang diluar LDII mendramatisir hal ini.”120 

Kemudian dikemukakan kembali oleh bapak Imam Sutarto. 

“Nikah dalam itu sebenarnya nikah negara juga dan pasti itu, dan 

semua warga LDII punya surat nikah. Yang dimaksud dengan nikah 

dalam itu adalah nikah yang diketahui sepengetahuan pengurus bahwa 

si fulan telah menikah dengan si fulanah, dan yang dimaksud pengurus 

itu adalah si tim pernikahan.”121 

Jadi, dari hasil wawancara diatas bahwasannya nikah dalam adalah nikah 

internal yang dilakukan warga LDII di hadapan tim pernikahan dan kedua belah 

pihak keluarga dekat si mempelai, guna mendapatkan pengesahan dari warga 

                                                             

119 Wawancara dengan Bapak Chairil Anwar Syam, Wakil Ketua LDII, Hari/Tanggal: 

Senin, 7 Maret 2022, Pukul 16.40 WIB. 

120 Wawancara dengan bapak Sahar Mahunju, Mantan Ketua DPW LDII Sul-Teng, 

Hari/Tanggal: Selasa, 22 Maret 2022, Pukul 14.50 WIB. 

121 Wawancara dengan H. Imam Sutarto, Selaku Ketua DPD LDII, Hari/Tanggal: Jum’at, 

13 Mei 2022, Pukul 16.30 WIB. 
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LDII. Serta tim pernikahan disini sebagai penyelenggara utamanya dengan tujuan 

pengucapan lafal ijab qabulnya baik dan benar. Selain itu seorang wali 

mempunyai kesempatan untuk menikahkan anaknya, kemudian Imam/Kiyai dari 

warga LDII yang sebagai penghulu nikahnya atau sebagai pengganti walinya 

(Wali Hakim) pada nikah dalam ini. Dalam praktiknya nikah dalam sama dengan 

nikah pada umumnya yaitu terpenuhi semua syarat dan rukunnya sesuai syariat 

Islam, hanya saja pernikahannya belum tercatat dan belum mendapatkan 

pengakuan pemerintah. Sehingga harus melanjutkan pada tahap berikutnya yaitu 

nikah luar. 

2. Nikah Luar 

Nikah luar adalah tahap kedua dari pernikahan dalam warga LDII, yaitu 

nikah yang dilakukan warga LDII setelah melakukan nikah dalam berdasarkan 

peraturan pemerintah yang tercatat dalam UU dalam hal ini pernikahan secara 

resmi melalui KUA (Kantor Urusan Agama).  

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan mengenai tata cara dalam 

perkawinan warga LDII, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa warga LDII 

ketika melangsungkan perkawinan terdapat dua tahap, pertama nikah dalam dan 

yang kedua adalah nikah luar. Penulis menyimpulkan bahwa dalam proses 

pelaksanannya, nikah dalam ini adalah nikah yang diselenggarakan oleh tim 

pernikahan yang pada praktiknya sama dengan nikah sirii yang syarat-syaratnya 

berasal dari ajaran LDII yang dimana seorang wali menikahkan anak 

perempuannya kemudian Imam/Kiyai dari warga LDII sebagai penghulunya atau 

bisa menjadi wali hakim bagi perempuan tersebut dengan praktik maupun cara 

menurut warga LDII. Namun berdasarkan sah atau tidaknya hal tersebut sah 

karena terpenuhi syarat dan rukunnya sesuai syariat Islam. Kemudian setelah 

melakukan nikah dalam barulah melaksanakan nikah luar yaitu di KUA secara 
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aturan pemerintah untuk mendapatkan surat pengakuan negara yaitu untuk 

mendapatkan buku nikah. 

C. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Kafa’ah Dalam Perkawinan LDII di 

Kota Palu 

Allah Swt. telah mengatur dan menetapkan hukum bagi setiap umat 

manusia agar mendapatkan kemudahan dalam setiap kehidupannya. Tujuan utama 

hukum Islam yaitu untuk membantu umat Islam memahami bagaimana menjalani 

setiap aspek kehidupan mereka sesuai perintah Allah Swt.  

Kafa’ah atau se-kufu, keserasian atau keseimbangan merupakan suatu hal 

yang penting dalam proses pencarian jodoh. Karena dengan hal ini kedua belah 

pihak calon mempelai dapat memberikan pertimbangan dengan cermat mengenai 

bakal calon pendamping hidupnya ketika akan berumah tangga, begitupun dengan 

warga LDII.  

Kafa’ah merupakan suatu anjuran dalam Islam, Allah tidak 

menetapkannya sebagai suatu kewajiban didalam Al-Qur’an, akan tetapi Nabi 

Saw. menetapkannya sebagai suatu anjuran melalui hadisnya. Oleh karena itu, 

dalam pandangan kafa’ah tersebut terjadi ikhtilaf diantara para ulama. Para ulama 

berbeda persepsi dalam menentukan kriteria dalam kafaah, hal tersebut sebagai 

berikut:122 

5. Menurut ulama Hanafiah, yang menjadi dasar kafaah adalah:  

g. Nasab 

Yaitu keturunan atau kebangsaan. Orang Arab adalah kufu antara satu 

dengan lainnya. Begitu pula halnya dengan orang Quraisy sesama Quraisy 

lainnya. Karena itu orang yang bukan Arab tidak sekufu dengan perempuan Arab. 

                                                             

122 Abdur Rahman ibn Muhammad ‘Audh al-Jaziry, al Fiqh ‘ala al-Mazahib al-‘Arba’ah, 

Jilid.I, Juz 1-5, (Kairo: Dar Ibn al Haitsimiy, t.th.), 842. 
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Orang Arab tetapi bukan dari golongan Quraisy, tidak sekufu dengan/bagi 

perempuan Quraisy lainnya. 

h. Islam 

Yaitu silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam. Dengan Islam 

maka orang kufu dengan yang lain. Ini berlaku bagi orang-orang bukan Arab. 

Adapun di kalangan bangsa Arab tidak berlaku. Sebab mereka ini merasa sekufu 

dengan ketinggian nasab, dan mereka merasa tidak akan berharga dengan Islam. 

Adapun di luar bangsa Arab yaitu para bekas budak dan bangsa-bangsa lain, 

mereka merasa dirinya terangkat menjadi orang Islam. Karena itu jika perempuan 

muslimah yang ayah dan neneknya beragama Islam, tidak kufu dengan laki-laki 

muslim yang ayah dan neneknya tidak beragama Islam. 

i. Hirfah, 

Yaitu profesi dalam kehidupan. Seorang perempuan dan keluarga yang 

pekerjaannya terhormat, tidak kufu dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar. 

Tetapi kalau pekerjaannya itu hampir bersamaan tingkatannya antara satu dan 

yang lain, maka tidaklah dianggap ada perbedaan. Untuk mengetahui pekerjaan 

yang terhormat atau kasar, dapat diukur dengan kebiasaan masyarakat setempat. 

Sebab adakalanya pekerjaan tidak terhormat di suatu tempat berbeda dengan 

tempat yang lain. 

j. Kemerdekaan dirinya 

Jadi budak laki-laki tidak kufu dengan perempuan merdeka. Budak laki-

laki yang sudah merdeka tidak kufu dengan perempuan yang merdeka dari awal. 

Laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak tidak kufu dengan 

perempuan yang neneknya tidak pernah jadi budak. Sebab perempuan merdeka 

bila dinikahkan dengan laki-laki budak dianggap tercela.  
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k. Diyanah 

Yaitu tingkat kualitas keberagamaan dalam Islam. Abu Yusuf 

berpendapat: seseorang laki-laki yang ayahnya sudah se-kufu dengan perempuan 

yang ayah dan neneknya Islam. Olehnya untuk mengenal laki-laki cukup hanya 

mengenal ayahnya saja.  

l. Kekayaan. 

Golongan Syafi'i berkata bahwa kemampuan laki-laki fakir dalam 

membelanjai istrinya adalah di bawah ukuran laki-laki kaya. Sebagian lain 

berpendapat bahwa kekayaan itu tidak dapat jadi ukuran kufu karena kekayaan itu 

sifatnya timbul tenggelam, dan bagi perempuan yang berbudi luhur tidaklah 

mementingkan kekayaan. 

6. Menurut ulama Malikiah, yang menjadi dasar kafaah adalah: 123 

c. Diyanah. 

d. Terbebas dari cacat fisik. 

Salah satu syarat kufu ialah terbebas dari cacat. Bagi laki-laki yang 

mempunyai cacat jasmani yang menonjol, ia tidak se-kufu dengan perempuan 

yang sehat dan normal. 

7. Menurut ulama Syafi'iyah, yang menjadi dasar kafaah adalah:124  

f. Nasab, tidaklah dinamakan se-kufu pernikahan orang bangsawan Arab 

dan rakyat jelata atau sebaliknya. 

g. Diyanah, tidaklah se-kufu bila orang Islam menikah dengan orang 

yang bukan Islam. 

h. Kemerdekaan dirinya, tidaklah se-kufu bagi mereka yang merdeka 

yang menikah dengan budak. 

                                                             

123 Ibid, 843. 

124 Ibid. 
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i. Hirfah.  

8. Menurut ulama Hanabilah yang menjadi dasar kafaah adalah: 

f. Diyanah  

g. Hirfah  

h. Kekayaan. 

i. Kemerdekaan diri. 

j. Nasab. 

Mayoritas ulama sepakat menempatkan dien atau diyanah sebagai kriteria 

kafaah. Konsensus itu didasarkan pada (QS As-Sajadah [32]: 18; 

 ١٨أفََمَن كَانَ مُؤۡمِنٗا كَمَن كَانَ فاَسِقٗاْۚ لََّ يَسۡتوَۥُنَ 

Terjemahnya:  

“Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik (kafir)? 
Mereka tidak sama.”125 

Mengenai persoalan kafa’ah dalam hal agama terdapat dalam UU No. 1 

tahun 1974 Pasal 2, dan terdapat pula dalam KHI Pasal 61. Pada pasal-pasal 

tersebut, kriteria kafa’ah hanya ditetapkan dalam persoalan agama saja.  

Dalam perkawinan warga LDII mengenai kriteria kafa’ah, mereka lebih 

menekankan pada faktor agama dan nasab/se-golongan sebagai bentuk penerapan 

kafa’ah. Warga LDII memaknai dalam hal agama tentunya Islam yang alim dan 

memilik akhlak yang baik serta memiliki kesepahaman dalam beribadah. 

Kemudian dalam hal nasab warga LDII memaknainya dengan se-golongan 

dengan mereka. Hal ini dikarenakan untuk memiliki kehidupan rumah tangga 

yang baik dan terwujudnya konsep sakinah, mawaddah warahmah, diperlukan 

suatu aturan yang memiliki tujuan sama dan kemaslahatan bersama. 

Berdasarkan pandangan warga LDII mengenai kafa’ah, untuk lebih 

jelasnya mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam kafa’ah dalam perkawinan 

                                                             

125 Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya. 
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warga LDII di Kota Palu, maka perlu pembahasan yang lebih lanjut sebagai 

berikut: 

1. Analisis Dasar Hukum kafa’ah menurut LDII 

Dari hasil penelitian penulis warga LDII mengambil dasar hukum dalam 

menentukan pasangan yaitu terdapat dalam Q.S Al-Baqarah [2], 221:  

تِ حَتَّىَٰ يؤُۡمِنَّْۚ وَلَۡمََةٞ 
ن مِنَةٌ ؤۡ مُّ وَلََ تنَكِحُوا  ٱلۡمُشۡرِكََٰ شۡرِكَةٖ وَلوَۡ أعَۡ  خَيۡرٞ م ِ مۡۗ مُّ جَبتَۡكُ

شۡرِ  خَيۡرٞ م ِ ؤۡمِنٌ  مُّ وَلََ تنُكِحُوا  ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىَٰ يؤُۡمِنوُا ْۚ وَلَعبَۡدٞ  مۡۗ كٖ وَلوَۡ أعَۡ ن مُّ جَبَكُ

ا  إِ  ُ يَدۡعوَُٰٓ ئِكَ يَدۡعوُنَ إلِىَ ٱلنَّارَِۖ وَٱللََّّ
َٰٓ لََٰ تِهۦِ لِلنَّاسِ فِرَةِ بِإذِۡنِهَِۦۖ وَ ةِ وَٱلۡمَغۡ لۡجَنَّ ٱلىَ أوُ  يبُيَ ِنُ ءَايََٰ

 ٢٢١لَعلََّهُمۡ يتَذَكََّرُونَ  

Terjemahnya: 

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka 
beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan  yan beriman lebih baik 
daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan 
janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan 
perempuan beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba 
sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik 
meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan 
Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) 
menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil 
pelajaran.”126 

Dari ayat diatas, dapat dipahami bahwa Allah memberi tuntunan dalam hal 

memilih pasangan yaitu melarang para laki-laki dan perempuan muslim untuk 

menikahi atau menjalin ikatan perkawinan dengan orang-orang musyrik atau 

orang-orang diluar Islam. Ayat diatas yang menjadi salah satu dasar hukum bagi 

warga LDII dalam menentukan kriteria kafa’ah-nya dalam hal agama, yang 

tentunya apabila agamanya baik maka akhlaknya dan lainnya pun baik. 

Kemudian warga LDII juga mengutip dalam QS. Ar-Rum [30] : 21; 

جٗا ل ِ  نۡ أنَفسُِكُمۡ أزَۡوََٰ تهَِِۦٰٓ أنَۡ خَلقََ لَكُم م ِ ا  تسَۡكُ وَمِنۡ ءَايََٰ وَدَّةٗ إلِيَۡهَا وَ  نوَُٰٓ  إنَِّ فِي وَ جَعلََ بيَۡنَكُم مَّ
رَحۡمَة ْۚ

تٖ ل ِقَوۡمٖ يتَفََكَّرُونَ   لِكَ لََٰۡٓيََٰ  ٢١ذََٰ

Terjemahnya: 

                                                             

126 Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya. 
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“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih 
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”127 

Dalam ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah Swt. menciptakan manusia 

secara berpasang-pasangan, kemudian Ia menjadikan istri-istrimu dari jenismu 

sendiri dan sesama golongannya. Dari ayat tersebut warga LDII berpendapat 

bahwa yang menjadi tolak ukur kafa’ah dalam mencari pasangan yaitu sesama 

manusia dari golongan Islam, yang berarti masing-masing golongan Islam itu 

sendiri. Sebagaimana menurut Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya 

berpendapat bahwa wanita Quraiys tidak boleh kawin kecuali dengan lelaki 

Quraisy, dan wanita Arab tidak boleh kawin kecuali dengan lelaki Arab pula. Hal 

ini juga warga LDII beranggapan agar mereka menikah sesama warga atau 

segolongan dengan mereka. 

Kemudian hadis Nabi Saw: 

  ِ أةَُ عَن  أبَيِ  هرَُي رَةَ رَضِيَ اللهُ عَن هُ عَنِ النَّبيِ صَلَّى اللهُ عَليَ هِ وَسَلَّمَ قاَلَ تنُ كَحُ ال مَر 

نِ ترَِبتَ  يَداَكَ .  متفق  بعٍَ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَماَ لِهَا وَلِدِي نِهَا فاَظ فرَ  بِذاَتِ الدِ ي  لَِرَ 

 عليه

Artinya: 

“Wanita itu dikawini karena empat hal: karena hartanya, karena 
keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, maka 
nikahilah yang beragama, semoga akan selamatlah hidupmu.”128 

Hadis diatas menjelaskan bahwa dalam mencari pasangan hendaknya 

memperhatikan empat hal yaitu, karena hartanya, karena nasab keturunannya, 

karena kecantikannya, serta karena agamanya. Dalam hal ini warga LDII lebih 

menekankan pada dua hal yaitu agamanya kemudian nasab atau golongan. Hal 

                                                             

127 Ibid. 

128 Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, 530. 
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tersebut dikarenakan jika agamanya baik maka akhlak dan lainnya pun baik. 

Begitupula dengan nasab atau golongannya yang dianjurkan sesama warga LDII. 

Berdasarkan pemahaman uraian diatas dapat dipahami bahwa warga LDII 

mengambil dasar hukum diatas sebagai pegangan dalam kafa’ah nya. Hal ini 

sebagai aturan dalam penentuan pemilihan pasangan yaitu mengenai agama 

kemudian nasab atau golongan. Warga LDII menganggap bahwa yang dimaksud 

dengan segi agama ialah orang yang baik akhlaknya dan se-manhaj dengan 

mereka agar memiliki kesepahaman dalam beribadah dalam artian untuk 

menghindari perbedaan pendapat yang akan mengurangi keharmonisan keluarga. 

Kemudian nasab atau golongan ialah sealiran atau sesama warga LDII. 

Jadi dapat dipahami praktik kafa’ah dalam warga LDII tidak bertentangan 

dengan ajaran Islam, karena tidak ada dalil yang melarang umat Islam untuk 

menikah sesama golongannya atau sealiran dengan mereka, justru dengan hal 

tersebut dapat mempertahankan nilai-nilai ajaran yang ada pada golongan Islam 

khususnya warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). 

2. Analisis Tata cara perkawinan Warga LDII 

Dalam pembahasan fiqih munakahat dijelaskan bahwa Perkawinan disebut 

juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah (نكح) yang menurut bahasa artinya 

mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh 

(wathi).129 Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan 

(coitus), juga untuk arti akad nikah.130  

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, di antaranya, 

yaitu: 

                                                             

129 H. Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Cet: VIII, Jakarta: Prenadamedia 

Group, 2019), 5. 

130 Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, (Cet: III, Beirut: Dar al-Fikr, 

1989), 5. 
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ع اهُوَعَق دوٌَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيقُِي دَ مِل كَ  وَاجُ شَر  تِم   اِ الزَّ جُ س  أةَِ تاَعِ الرَّ وَحِلَّ لِ بلِ مَر 

جُلِ  اةَِباِلرَّ تاَعِ ال مَر  تِم   اِس 

Artinya:  

Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk 
membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan 
menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dan laki-laki.131 

Sementara itu dalam hukum Islam proses pernikahan harus terpenuhi 

syarat dan rukunnya. 

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dalam praktik pernikahan warga 

LDII menggunakan dua tahapan yakni Nikah Dalam dan Nikah Luar. Nikah 

dalam maksudnya nikah internal sesuai syariat Islam yaitu terpenuhinya syarat 

dan rukun nikah. Nikah dalam ini dilakukan warga LDII di hadapan tim 

pernikahan dan kedua belah pihak keluarga dekat si mempelai, guna mendapatkan 

pengesahan dari warga LDII serta tim pernikahan disini sebagai penyelenggara 

utamanya dengan tujuan pengucapan lafal ijab qabulnya baik dan benar. Selain itu 

seorang wali mempunyai kesempatan untuk menikahkan anaknya, kemudian 

Imam/Kiyai dari warga LDII yang bertindak sebagai penghulunya atau bisa 

menjadi wali hakim untuk menikahkan dengan cara-cara yang terdapat dalam 

LDII. 

Setelah tahap pertama selesai yaitu nikah dalam, kemudian melanjutkan 

pada tahap berikutnya yaitu nikah luar yang dimana nikah luar tersebut di KUA 

secara aturan pemerintah untuk mendapatkan surat pengakuan negara dalam hal 

ini adalah untuk mendapatkan buku nikah. 

Maka dapat dipahami pada tata cara perkawinan warga LDII yaitu melalui 

dua tahap yakni nikah dalam dan nikah luar. Dalam praktiknya nikah dalam ini 

sama halnya dengan nikah siri yang tidak dicatatkan di KUA, dalam pandangan 

Islam nikah tersebut sah asal terpenuhinya syarat dan rukunnya. Sehingga penulis 

                                                             
131 Ibid 
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menyimpulkan bahwa nikah dalam ini dilakukan dengan tujuan agar yang wajib 

menikahkan itu berasal dari orang dalam atau disebut warga LDII dan 

Imam/Kiyai yang bertindak sebagai penghulunya. Tata cara perkawinan warga 

LDII ini sah karena telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, sehingga tidak 

bertentangan dengan syariat Islam.  

Namun dalam segi praktiknya menimbulkan asumsi-asumsi liar 

dimasyarakat seperti LDII menyatakan bahwa apabila orang luar yang 

menikahkan maka nikahnya tidak sah. Namun sepanjang penulis ketahui mengapa 

adanya nikah dalam tersebut dikarenakan terdapat beberapa syarat ataupun tata 

cara khusus dalam warga LDII salah satunya dengan alasan bahwa warga LDII 

berpandangan yang wajib atau sah untuk menikahkan adalah penghulu dari orang 

dalam atau warga LDII. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penjabaran diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan 

mengenai Kafa’ah dalam perkawinan menurut warga Lembaga Dakwah Islam 

Indonesia (LDII) di Kota Palu, sebagai berikut: 

1. Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dalam melangsungkan 

pernikahan menerapkan kafa’ah, mereka mengambil kriteria kafa’ah 

berdasarkan QS. Ar-Rum [30]: 21 dan hadis Nabi Saw. yaitu kriteria harta, 

nasab, kecantikan, dan agama. Akan tetapi LDII menganggap hal yang 

paling utama adalah dalam segi agama kemudian segi nasab atau 

golongan. Yang dimaksud dengan segi agamanya yaitu pemahaman agama 

yang baik serta akhlak budi pekertinya. Tujuan kesepahaman agama juga 

bertujuan agar memiliki frekuensi yang sama dalam menjalankan ibadah 

agar tidak terjadi perbedaan pendapat dalam beribadah, yang nantinya bisa 

merusak keharmonisan rumah tangga. Kemudian segi nasab atau golongan 

tentunya sesama warga LDII, karena warga LDII beranggapan dengan se-

kufu dalam hal golongan akan menjaga ajaran-ajaran serta kesepahaman 

manhaj aliran mereka. Kemudian dalam proses pencarian jodoh warga 

LDII, mereka boleh memilih pasangan sendiri atau melalui proses 

perjodohan. Dalam proses pernikahan LDII dibantu dengan adanya tim 

pernikahan guna membantu proses lancarnya pernikahan, dari awal 

perjodohan hingga selesai ijab dan qabul. 

2. Adapun dalam tinjauan hukum Islam terhadap kafa’ah dalam perkawinan 

LDII Kota Palu, dapat diketahui pandangan warga LDII mengenai 

kafa’ahyaitu berdasarkan hadis yang telah disebutkan diatas, namun lebih
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menitikberatkan dalam segi agama dan segi nasab atau golongan. Praktik 

kafa’ah dalam warga LDII tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena 

tidak ada dalil yang melarang umat Islam untuk menikah sesama 

golongannya atau sealiran dengan mereka, justru dengan hal tersebut akan 

menyamakan kesepahaman dalam beribadah agar terwujudnya keluarga 

yang harmonis sesuai konsep sakinah mawaddah warahmah. Dan untuk 

mempertahankan nilai-nilai ajaran yang ada pada golongan Islam 

khususnya warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Sementara itu 

pada tata cara perkawinan warga LDII yaitu adanya nikah dalam dan nikah 

luar. Nikah dalam ini dilakukan warga LDII di hadapan tim pernikahan 

dan kedua belah pihak keluarga dekat si mempelai, guna mendapatkan 

pengesahan dari warga LDII. Selain itu seorang wali mempunyai 

kesempatan untuk menikahkan anaknya, kemudian Imam/Kiyai dari warga 

LDII yang bertindak sebagai penghulunya atau bisa menjadi wali hakim 

untuk menikahkan dengan cara-cara yang terdapat dalam LDII. Hal 

tersebut sah karena telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, sehingga 

tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hanya saja praktik pernikahan 

seperti itu terlihat berbeda dengan tradisi umat muslim yang ada di 

Indonesia. Namun, terlepas dari hal tersebut sebagai sesama umat Islam 

tradisi mereka haruslah dihormati, agar terwujudnya kerukunan antar 

sesama umat Islam dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI). 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka implikasi 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Dalam hal perkawinan, persoalan aliran hendaknya tidak menjadi 

penghalang bagi dua insan yang ingin berumah tangga, asalkan calon 

mempelai tersebut adalah sesama muslim yang baik, karena Allah telah 

menciptakan laki-laki dan perempuan berbangsa dan bersuku-suku untuk 

saling mengenal serta derajat yang mulia hanyalah pada ketakwaan. 

2. Makna kafa’ah hendaknya dipahami sebagai tujuan awal yakni terciptanya 

keluarga yang harmonis berdasarkan konsep sakinah mawaddah 

warahmah, agar tidak terjadinya kesenjangan sosial di masyarakat itu 

sendiri. 

3. Dalam hal tata cara perkawinan LDII mengenai nikah dalam tersebut yaitu 

menganggap pernikahan sah apabila penghulunya berasal dari orang dalam 

atau warga LDII. Hal tersebut tentunya menimbulkan asumsi di 

masyarakat bahwa penghulu diluar warga LDII tidak sah 

kepenghuluannya. Olehnya itu hendaknya pemahaman-pemahaman seperti 

itu dihilangkan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman ibadah dan sosial 

masyarakat. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Dalam pedoman wawancara ini, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

menggunakan rumus 5W + 1H, yaitu what (apa), when (kapan), where (dimana), 

who (siapa), why, (mengapa), dan how (bagaimana/berapa). Dalam pertanyaan 

wawancara ini diberikan kepada pihak-pihak yang diperlukan dalam teknik 

pengumpulan data pada tahap wawancara. Dan pertanyaan dalam wawancara ini 

sesuai dengan judul dari penelitian penulis yakni “Kafa’ah Dalam Perkawinan 

Menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) (Studi Kasus Ldii Kota 

Palu).” 

Berikut beberapa pertanyaan wawancara: 

A. Narasaumber warga LDII 

1. Apa makna pernikahan menurut LDII? 

2. Apa saja syarat-syarat pernikahan dalam LDII? 

3. Bagaimana proses pencarian jodoh dalam LDII? 

4. Bagaimana pelaksanaan pernikahan dalam LDII? 

5. Dalam memilih pasangan hidup, Apakah harus se-organisasi ataukah bisa 

memilih sendiri? 

a. Mengapa harus memilih pasangan se-organisasi? 

b. Apakah ada larangan dalam memilih pasangan? 

c. Apa saja kriteria dalam memilih pasangan menurut LDII? 

6. Bagaimana makna kafa’ah menurut LDII? 

a. Apa yang menjadi tolak ukur se-kufu menurut LDII? 



 

 

 

b. Apa saja dasar hukum yang digunakan LDII dalam memaknai 

kafa’ah? 

c. Bagaimana menurut LDII mengenai pernikahan yang tidak se-kufu? 

7. Apakah dalam LDII ada tata cara ataupun tahap-tahap dalam 

melangsungkan pernikahan?  

8. Apa saja hikmah kafa’ah sesama sesama warga LDII? 

B. Narasumber Ketua DPD dan DPW LDII 

1. Kapan LDII pertama kali masuk di Kota Palu? 

2. Siapa saja tokoh yang membawa LDII ke Kota Palu? 

3. Hambatan apa saja yang dialami LDII ketika pertama kali masuk di Kota 

Palu? 

4. Berapa pengikut LDII di Kota Palu saat ini? 

5. Apakah LDII punya keterkaitan dengan Islam Jama’ah dan Darul Hadits? 
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